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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah 
dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan 
kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan 
pemerintahan desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-
ragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan 
pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Namun 
kenyataannya, Pemerintah Desa  tersebut belum terlalu berperan dalam 
memberdayakan potensi yang terdapat pada warganya. Oleh karena itu di dalam 
penelitian ini akan dikaji bagaimana upaya pemerintah Desa Moncongkomba 
dalam memberdayakan masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis Kekuasaan pemerintah desa dalam memberdayaan 
masyarakat sekaligus mengkaji faktor pendorong dan penghambat dalam 
memberdayakan masyarakat di Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng 
Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun secara praktek baik bagi warga masyarakat di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar, khususnya 
maupun masyarakat Umum umumnya. Penelitian ini digolongkan sebagai 
penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti menggali informasi 
secara alamiah tentang peranan pemerintah desa di desa tersebut. Sumber data 
utama adalah kata-kata dan tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel 
dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data adalah melalui pengamatan, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari tiga unsur pokok yang 
meliputi pembinaan masyarakat, pengayom masyarakat, pelayanan masyarakat 
dan pengembangan pada masyarakat  menunjukkan bahwa pemerintah Desa 
Sederhana telah berhasil membangun komunikasi masyarakat sehingga dapat 
berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan di desanya, meskipun disadari oleh 
pemerintah desa bahwa ada faktor yang menghambat dan mendorong dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat, dan dalam pelaksanaan peran Kepala Desa 
terdapat dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Desa Moncongkomba 
Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar  
 
Kata kunci : Kekuasaan, Peranan Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia, 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk di pedesaan merupakan suatu 
modal dasar bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk desa yang sangat 
besar itu, apabila dibina dengan baik merupakan tenaga yang potesial diberbagai 
kegiatan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, oleh karena itu 
agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar dalam suatu desa harus memiliki 
pemimpin atau kepala desa yang otomatis harus mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan partisipasi rakyat dan ikut serta menangani pembangunan. 
Kepala desa adalah peran petinggi dalam suatu desa. Suatu hal yang  harus 
diperhatikan terkait dengan otonomi di era demokratisasi dan seiring percepatan 
pembangunan desa, Kepala Desa adalah seorang pemimpin dengan segala 
rangkaian kegiatannya berupa kemampuan untuk mempengaruhi dan 
mengarahkan serta menggerakkan orang lain yang tidak lain warga desa sendiri 
untuk diajak kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 
berbagai program desa.  
Sesuai hal tersebut Madekhan Ali mengemukakan bahwa aktifitas Kepala 
Desa tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat desa, karena 
partisipasi itu sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seorang 
warga dalam situasi tertentu di desa mendorongnya untuk memberikan 
1 
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sumbangan kepada kepentingan desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 
desa secara penuh tanggungjawab.
1
 
Pembangunan desa itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung 
di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional 
yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 
Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju modernitas yang diharapkan 
dengan maksud mengimbangi serta mensejajarkan laju pembangunan di 
perkotaan. Namun pembangunan tersebut akan berjalan dengan baik apabila 
terjadi kerja sama yang harmonis antara kepala desa dalam pemerintahan desa 
dengan warga masyarakat di desanya. 
Dalam pandangan politik, desa sebagai masyarakat demokrasi, dimana 
masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi itulah yang 
dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam 
pengembangan demokrasi modern ditingkat nasional, dengan ciri-ciri 
musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat desa, dari calon 
calon yang mereka ajukan sendiri.
2
 
Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan 
yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan 
sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut 
jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut, dibutuhkan 
partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu 
kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. 
                                                 
1
Madekhan Ali, Orang Desa Anak Tiri Perubahan (Jakarta: Prakarsa, 2007), h. 1 
               
2
Ibid., h. 2.  
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Gaya dan struktur kepemimpinan dapat diartikan sebagai sikap dan 
tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan, mengatur suatu 
sistem operasional organisasi, menjalankan, dan mengawal kebijakan dan 
menyelesaikan masalah, baik internal maupun ekternal. Pemimpin di desa (Kepala 
Desa) dituntut mampu melakukan perbaikan terus-menerus dalam pembentukan 
keunggulan kompetitif untuk berkembang dengan dilandasi oleh keluwesan, tim 
kerja yang baik, kepercayaan, dan penyebaran informasi yang memadai, gaya dan 
struktur kepemimpinan tersebut tercermin dalam gaya kepemimpinan 
transformasional. Kepemimpinan transformasional berorientasi kepada karyawan 
atau bawahan, memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan kepada 
bawahan, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, lebih bersifat 
kekeluargaan, saling percaya, kerja sama dan saling menghormati di antara 
sesama anggota kelompok. 
Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling rendah, sehingga 
setiap program pemerintah yang diimplementasikan oleh jajaran pemerintahan di 
bawahnya akan berakhir di desa, yang pada gilirannya akan dilaporkan untuk di-
pertanggungjawabkan kembali kepada jajaran pemerintahan di atasnya. Namun, 
dengan status sebagai daerah otonom, pemerintah desa memiliki wewenang dan 
tanggung jawab yang lebih luas, yang sangat memungkinkan kepala desa untuk 
membuat peraturan perundangan sendiri dalam mengatur hubungan antar-warga 
dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 
Pada dasarnya, desa memiliki potensi strategis untuk menjadi sebuah arena 
pengembangan demokrasi langsung, yang memungkinkan masyarakat setempat 
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terlibat intensif dalam proses politik di daerah. Pada tingkat desa, demokrasi desa 
dapat dilihat sebagai bentuk demokrasi langsung yang ditandai dengan terjadinya 
penyampaian pendapat secara langsung dalam forum musyawarah desa, terutama 
ketika terjadi proses perumusan kebijakan pembanguan desa. Hal ini dimudahkan 
oleh fakta bahwa kepala desa biasanya terpilih dalam pemilihan umum sebagai 
wujud pilihan murni masyarakat. Di sini, masyarakat lebih mudah berpartisipasi 
karena warga desa sendirilah yang menentukan figur untuk diajukan sebagai calon 
pemimpin sesuai dengan karakter yang mereka sukai. 
Dengan adanya mekanisme pemilihan umum langsung, kepala desa sangat 
mungkin menunjukkan transparansi dalam proses politik, yang kemudian dapat 
menjadi modal utama dalam penumbuhan demokrasi. Tradisi demokrasi di tingkat 
desa ini ditandai dengan peran penumbuhan peran serta masyarakat supaya aktif 
dalam proses perumusan, pembahasan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai produk 
peraturan desa agar terwujud pemerintahan demokratis. Tuntutan seperti itu kini 
menjadi tantangan baru bagi para pemimpin pemerintahan di tingkat desa. 
Karenanya tugas kepala desa dalam proses penumbuhan demokrasi tingkat desa 
tersebut, kepala desa dapat menjadi figur yang secara langsung maupun tidak 
langsung dituntut untuk bertanggung jawab untuk mengantarkan masyarakat desa 
supaya dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju kesejahteraan 
melalui prosedur pembangunan yang demokratis.  
Dalam mengembangkan diri menuju desa yang otonom dan mandiri, maka 
platform atau program pengembangan desa menjadi sesuatu yang amat penting  
Dalam konteks ini, kepala desa harus menampilkan diri sebagai figur pemimpin 
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yang dihormati, yang diharapkan mampu membawa masyarakat mencapai 
kesejahteraan.  
Walau kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam 
menumbuhkan tradisi demokrasi pada tingkat desa, ia juga menghadapi dilema, 
baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil masyarakat. Pada era 
demokratisasi ini, peran ganda ini menjadi persoalan serius yang masih terus 
diperdebatkan, karena tidak jarang kepala desa cenderung mengedepankan peran 
kepemimpinannya sebagai wakil pemerintah pusat dan mengabaikan fungsinya 
sebagai fasilitator dalam upaya menumbuhkan demokrasi desa. Karena itu, 
idealnya kepala desa perlu selalu menyelami aspirasi maupun kepentingan dasar 
warganya agar ia dapat melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam 
pembangunan demi kesejahteraan kolektif, salah satunya melalui proses 
pengembangan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mengurangi kemiskinan di 
daerah. 
Dalam konteks semacam itu, peran kepemimpinan kepala desa dapat saja 
dianggap gagal bila kepemimpinannya ternyata tidak dapat membangkitkan peran 
aktif masyarakat dalam pembangunan, baik sosial-ekonomi, budaya maupun poli-
litik. Kegagalan ini biasanya diakibatkan oleh kecenderungan sikap otoriter dari 
kepala desa, yang lebih mengedepankan peran sebagai wakil pemerintah pusat, 
daripada sebagai figur masyarakat yang dipercaya dapat menumbuhkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan desa. Karena itu, kepemimpinan kepala 
desa juga harus dikontrol oleh pihak ketiga, yang menjadi representasi masyarakat 
desa, yaitu: Dewan Permusyawaratan Desa. Hal ini penting karena bila hanya ada 
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kepala desa dan dewan perwakilan desa sebagai wakil pemerintah pusat, kepala 
desa dan dewan perwakilan desa dapat saja bersekongkol untuk menindas rakyat. 
Demikianlah, faktor kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam 
proses pembangunan berbasis masyarakat setempat. Karena orientasinya adalah 
pada pemberdayaan masyarakat, maka kepala desa idealnya tidak menunjukkan 
emosi dan kepentingan pribadi, melainkan lebih menunjukkan kematangan emosi 
dalam menjalankan kepemimpinannya. Kematangan emosional ini menjadi salah 
satu penentu kesuksesan dan legitimasi kekuasaannya dalam pemerintahan desa. 
Sesuai hal tersebut Salamoen Soeharyo mengemukakan bahwa 
kepemimpinan menunjukkan suatu proses kegiatan seseorang di dalam 
memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau 
tingkah laku orang lain. Dalam kaitannya dengan Kepala Desa sebagai pemimpin 
dalam era desentralisasi di dalam organisasi pemerintahan desa, ia bukan lagi 
memposisikan diri sebagai penguasa tunggal di desa yang suka memerintah, tetapi 
sebagi pemimpin. Ia harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja 
pembangunan seluruh warga masyarakat desa, sejak perencanaan, pelaksanaan 
sampai pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, secara terbuka dan demokratis 
dengan melibatkan semua aparat. Selain itu, untuk mewujudkan demokrasi pada 
tingkat desa, Kepala Desa idealnya juga menunjukkan transparansi, yang kini 
menjadi prinsip yang sangat menentukan kesuksesan pembaharuan desa. Intinya, 
Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengelola perubahan fungsi 
pelayanan pemerintahan dari fungsi memerintah menjadi mengatur, melayani dan 
memberdayakan, dengan cara menempatkan pentingnya demokrasi sebagai sendi 
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utama pengelolaan pemerintah desa, melibatkan semua aparat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan, serta memelihara sistem keterbukaan 
sebagai upaya membangun demokrasi desa.
3
 
Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Desa, pada Pasal 5 dan Pasal 6 
mengemukakan bahwa tugas dan kewajiban yang paling utama untuk Kepala 
Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bila ini dapat 
terlaksana dengan baik, maka tugas dan kewajiban yang lainnya sudah dapat 
terlaksana dengan baik pula. Sebab dalam Pemerintahan telah mencakup dan 
mengatur semua bidang, baik itu Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang 
Ekonomi, Bidang Politik dan Keamanan, maupun Bidang Hukum. Berarti untuk 
dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik, maka Kepala Desa 
dituntut untuk menguasai bidang ilmu pemerintahan.  
Sedangkan menurut Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 
(persyaratan bakal calon kepala desa) pada huruf “c” menyatakan “ berpendidikan 
paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat ”. 
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 menyatakan bahwa “ Setiap 
warga masyarakat berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa”, 
sehingga orang yang menjadi Kepala Desa adalah yang telah dipercayakan oleh 
warga sebagai pemimpin dan pemegang kendali pemerintahan di Desa itu. Warga 
                                                 
3
Salamoen Soeharyo, Nasri Effendy, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 53.. 
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yang memilih Kepala Desa memiliki dasar dan berbagai alasan yang berbeda-
beda, misalnya ada yang memilih menurut kharisma, pengaruh, tingkat 
pendidikan, status sosial, kekayaan, kepentingan, hubungan keluarga dan lain 
sebagainya. Figur Kepala Desa dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat 
setempat, pola pikir, kepentingan, dan karakteristik mereka secara umum. 
Implementasi dari peraturan daerah diatas pada kenyataannya telah 
menunjukkan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Takalar memiliki latar 
belakang atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari yang 
berpendidikan akhir SLTP atau sederajat sampai yang berpendidikan akhir 
Sarjana. Serta yang tidak dapat dibantah pula bahwa disamping itu, kepala desa di 
Kab. Takalar juga menghasilkan kinerja yang beragam dalam menjalankan 
pemerintahan di desanya.  
Hal tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari 
di kantor desa, sering kita dapati kantor desa masih lengang di pagi hari, bahkan 
dibeberapa tempat tidak ada sama sekali, padahal jam kerja sudah dimulai. 
Pegawai desa akan mulai berdatangan baru sekitar pukul 09.00-09.30 pagi. 
Sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan lalu datang di pagi 
hari, mereka harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 09.30 pagi. 
Berbicara soal kinerja kepala desa, masih kita ragukan, hal ini 
diindikasikan oleh penyetoran laporan pertanggung jawaban tahunan yang sering 
terlambat di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten. Meskipun 
tidak seluruhnya demikian bagi kepala desa, namun sebagian besar hal tersebut 
terjadi. Sehingga untuk memantau pelaksanaan program-program pembangunan 
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di desa menjadi sangat sulit. Padahal laporan pertanggung jawaban inilah menjadi 
salah satu indikator untuk mengukur kinerja kepala desa. 
Pemberdayaan aparat pemerintahan di desa adalah menjadi tanggung 
jawab pemimpinnya, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan yang besar untuk 
membina aparat desa agar memiliki kinerja yang lebih baik, akan tetapi hal ini 
tidak bisa terlaksana tanpa didahului oleh upaya peningkatan kinerja 
pemimpinnya. 
Berdasarkan kenyataan diatas, Penulis bermaksud mengadakan penelitian 
mengenai “KEKUASAAN PEMERINTAH DESA DAN DEMOKRASI 
LOKAL (Studi: Desa Moncongkamba Kecamatan Polombangkeng Utara 
Kabupaten Takalar)  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah 
pokok: 
Bagaimana kekuasaan pemerintah desa dan demokrasi lokal di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar? 
Adapun Sub-sub Masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa  
dalam membangun demokrasi lokal di Desa Moncongkomba Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar? 
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2. Bagaimana dampak kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa 
dalam membangun demokrasi lokal di Desa Moncongkomba Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar? 
C. Defenisi Operasional  
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul tersebut, 
maka akan dikemukakan pengertian judul sebagai berikut: 
1. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; 
artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau 
kelompok. Kekuasaan Kepala Desa adalah kemampuan Kepala Desa untuk 
mempengaruhi sikap aparat atau warga masyarakatnya. 
2. Pemerintahan Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki 
peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan 
keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu 
adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan 
pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda 
pemerintahan berjalan dengan optimal. 
3. Demokrasi lokal adalah bagian subsistem dari demokrasi yang memberikan 
peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan 
hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian 
- Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan struktur kepemimpinan Kepala Desa di 
Des Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten 
Takalar. 
b. Untuk mengetahui bentuk legitimasi kekuasaan Kepala Desa di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
c. Untuk mengetahui dampak struktur kepemimpinan dan legitimasi 
kekuasaan Kepala Desa di Desa Moncongkomba Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
- Manfaat Penelitian 
a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai konstribusi siyasah dan filsafat Islam 
dalam menjalankan kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan pemerintahan 
Kepala Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara 
Kabupaten Takalar. 
b. Kegunaan bagi tokoh-tokoh politik dan para pemimpin khususnya Kepala 
Desa ada di KeIslam di Keluracamatan Polombangkeng Utara Kabupaten 
Takalar, bahwa melalui penelitian ini setidaknya dapat memberi muatan-
muatan pemikiran baru terhadap system perpolitikan kepepinan Islam. 
c. Dengan tercapainya beberapa tujuan dalam penyusunan skripsi ini, maka 
diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama para calon-calon 
pemimpin dalam menjalani roda pemerintahan dan kepememimpinannya 
kelak. 
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E. Garis-Garis Besar isi Skripsi 
Skripsi ini terdiri dari lima Bab, Bab I adalah Pendahuluan diawali dengan 
gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berkaitan 
dengan judul pembahasan, dan pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul. 
Bab ini pula diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian , serta garis-garis besar isi 
skripsi. 
Pada Bab II terdapat tinjauan pustaka dimana menjadi dasar dalam dalam 
menyelesaiakan hasil penelitian. 
Dalam Bab ketiga berisi Metode penelitian yang mana terdiri dari Jenis 
penelitian, Populasi dan sampel, Data dan sumber data, Defenisi variable, Metode 
pengumpulan data, Metode analisis data. 
Bab empat analisis dan pembahasan yang berisi deskripsi umum dan hasil 
penelitian. 
Bab kelima Berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah 
dibahas dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran- saran bagi 
penelitian selanjutnya 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Umum tentang Kepemimpinan 
1. Pengertian Kepemimpinan 
 
             Secara mendasar kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain. Ini 
merupakan defenisi yang luas dan termasuk di dalamnya bermacam-macam prilaku 
yang diperlukan untuk mempengaruhi orang lain. Sebagian besar persfektif 
kepemimpinan memandang pemimpin sebagai sumber pengaruh. Pemimpin dalam 
memimpin pada dasarnya mempengaruhi dan para pengikutnya mengikuti sebagai 
pihak yang dipengaruhi. Pada dasarnya kepemimpinan mengacu pada suatu proses 
untuk menggerakkan sekelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah 
ditetapkan/disepakati bersama dengan mendorong atau memotivasi mereka untuk 
bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Dengan kemampuannya seorang 
pemimpin yang baik harus mampu menggerakkan orang-orang menuju tujuan jangka 
panjang dan betul-betul merupakan upaya memenuhi kepentingan mereka yang 
terbaik. Dengan demikian kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga 
suatu proses untuk mempengaruhi orang lain.
4
 
Sesuai hal tersebut Frans Hartono mengemukakan bahwa kepemimpinan 
adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di 
bawah pimpinannya sebagai suatu team untuk mencapai  atau suatu proses  
                                                          
             
4
 Yulius Suryo Pidekso,  Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Karakteristik 
Personal Pemimpin. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 64.  
 
13 
14 
 
melakukan suatu tujuan tertentu.
5
 Kepemimpinan juga merupakan relasi dan 
pengaruh antara pimpinan dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan 
berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan  individu-
individu yang dipimpin. Kepemimpinan ini dapat berfungsi atas dasar kekuasaan 
pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakan orang-orang lain guna 
melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian  
pemimpin tersebut ada bila terdapat kelompok atau organisasi. Maka keberadaan 
pemimpin itu selalu ada di tengah-tengah kelompoknya (anak buah, bawahan, 
rakyat). 
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diuraikan beberapa syarat 
kepemimpinan, yaitu: 
a. Jujur  
b. Berpengetahuan  
c. Berani  
d. Tegas  
e. Dapat diandalkan  
f. Berinisiatif  
g. Bijaksana  
h. Adil  
i. Gairah  
j. Ulet  
k. Tidak mementingkan diri sendiri  
l. Setia  
                                                          
5
Frans Hartanto,  Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Upaya Peningkatan 
Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, 1991), h. 52.. 
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m. Berwibawa  
n. Mampu membuat pertimbangan.6  
Dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, 
diperlukan syarat-syarat yang sangat kuat agar seorang pemimpin dapat memimpin 
anggotanya atau kelompoknya dengan bijaksana serta bertanggung jawab dalam 
mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung dari 
keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. Seseorang tak mungkin menjadi 
pemimpin tanpa punya pengikut. Lebih tinggi kedudukannya sebagai pemimpin, akan 
lebih banyak pengikutnya. Akan tetapi tidak mungkin ia dapat menaiki anak tangga 
kepemimpinannya tanpa kemampuan membina hubungan komunikatif dengan 
pengikut-pengikutnya dan bakal pengikut-pengikutnya. Hal yang sangat penting bagi  
seorang pemimpin dalam kegiatannya sebagai komunikator ialah adanya faktor daya  
tarik komunikan dan faktor kepercayaan pada komunikan. 
2. Gaya Kepemimpinan 
Berbicara mengenai gaya kepemimpinan berarti juga membahas tentang 
kepemimpinan dan masalahnya. Kepemimpinan kadang kala diartikan sebagai 
pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu 
inisiatif yang bertindak yang menghasilkan suatu pola kosisten dalam rangka mencari 
jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.  
Sesuai hal tersebut Mustopadidjaja mengemukakan bahwa kepemimpinan itu 
adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan 
                                                          
6
 Ibid., h. 54. 
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organisasi. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan) 
dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Gaya kepemimpinan juga 
didefenisikan sebagai suatu istilah tentang bagaimana seseorang pemimpin terlihat 
dimata bawahannya.
7
 
Dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus mampu melihat dan 
memahami orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Dengan menggunakan 
pengetahuannya tentang hubungan manusia dalam kelompoknya. Seorang pemimpin 
akan dapat melihat gambaran tentang motif-motif seseorang untuk lebih giat lagi 
melaksanakan tugasnya. Kegiatan memberi motivasi tersebut tidak akan berhasil 
apabila pemimpin tidak memiliki cara-cara tertentu untuk melaksanakannya. Cara-
cara tertentu inilah yang secara umum disebut dengan gaya. Karena itulah gaya 
kepemimpinan dapat dilihat dari bagaimana cara membawakan diri sebagai seorang 
pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya.  
Sesuai hal tersebut Frans Hartanto mengemukakan bahwa gaya 
kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan seseorang pada saat orang 
tersebut mencoba untuk mempengaruhi prilaku orang lain seperti yang ia lihat. Secara 
garis besar gaya kepemimpinan itu terdiri dari gaya kepemimpinan demokratis dan 
otokratis. Gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan  
keikutsertaan personal serta keikutsertaan para pengikutnya dalam proses pemecahan 
                                                          
7
Mustopadidjaja, Dimensi dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21. Yokyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006, h. 49. 
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masalah dan pengambilan keputusan. Sedangkan gaya kepemimpinan otokratis 
dipandang sebagai gaya yang berdasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan 
otoritas. Pendekatan prilaku gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari 
tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 
bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisiten dari 
falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari prilaku seseorang. Gaya 
kepemimpinan yang menunjukan secara langsung, tentang keyakinan seorang 
pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah 
prilaku dan strategi sebagai hasil strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, 
keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia 
mencoba mempengaruhi kinerja pegawai.
8
 
Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, gaya kepemimpinan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas secara 
efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara maksimal.  
b. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan hubungan 
kerjasama pemimpin.  
c. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat dicapai dalam 
rangka mewujudkan tujuan kelompok atau orang.
9
  
                                                          
8
 Frans Hartanto, Op.Cit., h. 66. 
9
Ibid., h. 67. 
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Selanjutnya Frans Hartanto menjelaskan beberapa gaya kepemimpinan yang 
pada pimpinan hingga kepemimpinan berpusat pada bawahan. Gaya kepemimpinan 
tersebut diantaranya:  
a. Kepemimpinan otoriter  
Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan ditangan satu orang atau 
sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seseorang yang paling 
berkuasa. Pimpinan bertindak sebagai penguasa tunggal.  
b. Kepemimpinan demokratis  
Kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan 
terpenting dalam setiap kelompok/organisai. Gaya ini mewujudkan dengan 
domisi prilaku sebagai pelindung dan penyelamat serta mengembangkan 
organisasi atau kelompok. Disamping itu mewujudkan juga melalui prilaku 
kepemimpinan sebagai pelaksana.  
c. Kepemimpinan bebas (laissez faire)  
Tipe Kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan 
otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol, kepemimpinan dijalankan 
dengan memberi kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil 
keputusan, pemimpin hanya berfungsikan dirinya sebagai penasehat. 
10
 
Berikut ini ada kelompok sarjana yang membagi tipe atau gaya 
kepemimpinan, diantaranya adalah sebagai berikut :  
 
                                                          
10
Ibid., h. 68.  
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a. Tipe Kharismatis  
Tipe kepemimpinan kharismatis ini memiliki kekuatan energi, daya tarik 
dan perbawa yang luar biasa untuk memepengaruhi orang lain, Sehingga ia 
mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pegawai-pegawai yang 
luar biasa dipercaya.  
b. Tipe Paternalistis dan Maternalistis  
Tipe kepemimpinan paternalisitis dan maternalisitis yaitu tipe 
kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifatnya antara lain sebagai berikut :  
1. Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau 
anak sendiri yang perlu dikembangkan .  
2. Bersikap terlalu melindungi  
3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan 
sendiri.  
4. Hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
berinisiatif.  
5. Tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk 
mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.  
6. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 
Selanjutnya tipe kepemimpinan yang maternalistis juga mirip dengan tipe 
paternalistis, hanya dengan perbedaan adanya sikap over-protective atau terlalu 
melindungi yang lebih menonjol, serta kasih saying yang berlebih-lebihan. 
c. Tipe Militeristi  
20 
 
Tipe ini bersifat sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luarannya saja yang 
mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali 
dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristis 
antara lain ialah :  
1. Lebih banyak menggunakan sistem pemerintah/komando terhadap 
bawahannya, keras sangat otoriter, kaku dan sering kali kurang bijaksana.  
2. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.  
3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda 
kebesaran yang berlebih-lebihan.  
4. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya.  
5. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari 
bawahannya.  
6. Komunikasi hanya berlangsung searah saja.  
d. Tipe Otokratis  
Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan yang mendasar pada kekuasaan 
dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan 
ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin otorits itu 
senantiaa ingin berkuasa obsolut, tunggal dan merajai keadaan. 
e. Tipe Laissez Faire 
Pada tipe kepemimpinan ini, sang pemimpin praktis tidak memimpin, 
dimana pemimpin membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau 
sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. 
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Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. 
Tipe pemimpin ini tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak 
buahnya. Ringkasnya pemimpin laissez faire pada hakikatnya bukanlah seorang 
pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja 
sedemikian itu tidak sama sekali terpimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin, 
masing-masing orang bekerja semau sendiri dengan irama dan tempo.  
f. Tipe Populistis  
 Tipe kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang 
tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-
hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan 
nasionalisme.  
g. Tipe Administratif atau eksekutif 
Kepemimpinan administratif ialah kepemimpinan yang mampu 
menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif, sedang para pemimpin 
terdiri dari teknokrat dan administratur-administratur yang mampu menggerakan 
dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun 
sistem administrasi dan birokrasi yang efesien  untuk memerintah, yaitu untuk 
memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada 
umumnya. Dengan kepemimpinan administrasi ini diharapkan adanya 
perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan 
perkembangan sosial ditengah masyarakat.  
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h. Tipe Demokratis  
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan 
bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan 
pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal dan 
kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini terletak pada 
individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari 
setiap warga kelompok. Secara ringkas dapat dinyatakan, kepemimpinan 
demokratis menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para 
pemimpin lainnya, yang semuanya terlibat aktif dalam penentuan sikap, perbuatan 
rencana-rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang 
ditanamkan secara sukarela oleh kelompok-kelompok dalam suasana demokratis), 
dan pembajaan etika kerja.
11
 
           Dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang demokratis bukan sebagai diktator 
melainkan sebagai pemimpin ditengah-tengah anggota  kelompoknya, hubungannya 
dengan para bawahannya bukan sebagai  atasan dan bawahan tetapi lebih pada 
saudara tua pada adiknya.  Dalam melaksanakan tugasnya ia mau menerima dan 
bahkan  mengharapkan pendapat dan saran dari para bawahannya, demikian juga  
terhadap kritik yang membangun dari bawahannya dijadikan sebagai  
umpan balik dan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.  Selain itu, 
pemimpin ini juga memberikan kesempatan bagi timbulnya kecakapan memimpin 
                                                          
11
Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 
69.   
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pada anggota kelompoknya dengan jalan  mendelegasilkan sebagian kekuasaan dan 
tanggung jawab.  Kepemimpinan yang demokratis adalah sebagai  seorang pemimpin 
lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada  kepentingan sendiri, sehingga 
terciptalah hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis, saling membantu 
didalam melaksanakan tugas sehari-hari. dan akan tercipta suasana kerja yang sehat. 
Menurut Ngalim Purwanto gaya demokratis memiliki sifat-sifat: 
1. Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu 
makhluk yang termulia didunia,  
2. Selalu berusaha menyingkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 
kepentingan dari tujuan pribadi bawahan,  
3. Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan,  
4. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan,  
5.  Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya,  
6. mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses dari pada dirinya,  
7. Selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.12  
Gaya demokratis dapat diterapkan bilamana para staf sudah mampu 
mengambil keputusan apa yang dilakukan sesuai dengan kewajibannya dan sudah 
mempunyai pengalaman yang cukup untuk menentukan langkah-langkah dalam 
melaksanakan pekerjaan.
13
  
                                                          
12
Ngalim Purawanto,  Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1992), h. 98.   
13
Lihat Ibid., h. 99.  
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Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dapat diterapkan dimana dalam 
pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi, seorang pemimpin termasuk 
kepala Desa mengikutsertakan atau bersama-sama bawahannya termasuk rakyatnya, 
baik diwakili oleh orang-orang tertentu atau berpartisipasi langsung dalam 
pengambilan keputusan.  
3. Fungsi Kepemimpinan  
Adapun fungsi dari pada kepemimpinan adalah: Sebagai pemandu, menuntun, 
membimbing, membangun, memberi dan membangunkan motivasi-motivasi kerja, 
mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik 
memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya 
kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. 
Selanjutnya fungsi kepemimpinan adalah untuk dapat menciptakan visi dan rasa 
komunitas, membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya, 
menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan, mendukung 
pembicaraan yang cakap melalui dialog, membantu menggunakan pengaruh mereka, 
memfasilitasi, memberi semangat pada daripada sekedar memenuhinya, 
menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan, mendukung 
pembicaraan yang cakap melalui dialog membantu menggunakan pengaruh mereka, 
memfasilitasi, memberi semangat pada yang lain menopang tim, bertindak sabagai 
model.
14
  
                                                          
14
Lihat Ibid.  
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Dan dapat diketahuibahwa fungsi dari sifat kepemimpinan sangatlah besar. 
Seorang pemimpinharus dapat menciptakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan 
sebuah organisasi, membuat rencana, kebijaksanaan, mengambil keputusan, danlain-
lain. Fungsi kepemimpinan adalah menciptakan struktur untuk pencapaian tujuan, 
mempertahankan dan mengamankan integritas organisasi dan mendamaikan 
perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama. 
 
B. Kajian Umum tentang Kepala Desa 
1. Pengertian Desa 
Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 
tentang Desa, Bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa 
atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai 
unsure penyelenggara pemerintahan desa.   
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2. Perencanaan Pembangunan Desa 
Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 63 tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan 
pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan 
kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan 
pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 disusun secara 
berjangka, meliputi: 
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  
b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan 
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  
3. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa  
Sesuai Peraturan Pemertintah Nomor 72 Tahun 2005, dalam melaksanakan 
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 yaitu:  
a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan.  
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  1. Kepala Desa 
mempunyai wewenang:  
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1)  memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan bersama BPD  
2) Mengajukan rancangan peraturan desa c. menetapkan peraturan desa yang 
telah mendapat persetujuan bersama BPD d. menyusun dan mengajukan 
rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan 
bersama BPD e. membina kehidupan masyarakat desa f. membina 
perekonomian desa g. mengoordinasikan pembangunan desa secara 
partisipatif h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang undangan.  
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:  
a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat  
d) Melaksanakan kehidupan demokrasi 
e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme  
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f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa  
g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan  
h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik  
i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa  
j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa  
k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa  
l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa  
m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial,budaya dan adat 
istiadat  
n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa  
o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup.  
 
     Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, 
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam 
satu tahun. 
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C. Kekuasaan  dan Legitimasi Kekuasaan  
1. Pengertian Legitimasi Kekuasaan  
 Sebelum membahas apa itu legitimasi kekuasaan, terlebih dahulu memahami 
apa yang dimaksud kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Max Weber dalam Frans 
Magnis Suseno bahwa ”kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam   suatu hubungan 
sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun 
dasar kemampuan itu”. Tetapi kekuasaan yang dipersoalkan disini adalah kekuasaan 
negara. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka 
kekuasaan negara itu dapat disebut ”otoritas” atau ”wewenang”. 15 
 Menurut Miriam Budiardjo dalam Frans Magnis Suseno bahwa otoritas atau 
wewenang adalah ”kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak 
hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang 
adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk 
memberikan perintah.
16
 
 Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi 
dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap 
setiap wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah 
mempunyai dasar atau tidak.  
Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. 
Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk 
                                                          
15
Frans Magnis Suseno, Etika Politik . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 54. 
16
 Ibid. , 
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membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat  ataukah tidak. 
Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat 
dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu 
dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan 
dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, 
membuat dan melaksanakan keputusan politik.   
Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “lex” yang berarti hukum. 
Kata legitimasi  identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan 
legitim. Jadi secara sederhana  legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan 
dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, 
etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara 
sah.  
2. Obyek dan Tipe Kekuasaan  
 Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan 
mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan 
demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk 
unsur-unsur sistem politik yang ada. Hal yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya 
pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam 
arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti 
sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang 
berwenang.  
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 Menurut Easton dalam Ramlan Subakti bahwa terdapat tiga objek dalam 
sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya 
berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan 
menjadi kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi: komunitas politik, 
rezim dan pemerintahan.
17
 Sementara Andrain menyebutkan lima objek dalam sistem 
politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan 
fungsional. Kelima obyek legitimasi itu meliputi: masyarakat politik, hukum, 
lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan.    
 Menurut Zippelius dalam Franz Magnis Suseno bahwa bentuk legitimasi 
dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni : 
a. Legitimasi materi wewenang  
Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi 
fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah? 
Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam 
dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: 
yakni dalam hukum sebagai lembaga  penataan masyarakat yang normatif dan 
dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti 
mampu mengambil tindakan.
18
  
b. Legitimasi subyek kekuasaan  
                                                          
17
Ramlan Subakti, Memahami ILmu Politik  (Jakarta:    UII Press, 1999), h. 93. 
18
 Frans Magnis Suseno, Loc.Cit. 
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Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang 
seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan 
bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara.  Pada prinsipnya 
terdapat tiga macam legitimasi subyek kekuasaan: 
1) Legitimasi religius  
Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang 
adiduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris 
khususnya penguasa.  
2) Legitimasi eliter 
Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan 
khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan 
anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus 
yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Legitimasi eliter dibagi menjadi empat 
macam yakni (1) legitimasi aristoktratis : secara tradisional satu golongan, kasta 
atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain  dalam 
kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. 
Maka golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat 
secara politis. (2) legtimasi ideologis modern : legitimasi ini mengandaikan 
adanya suatu idiologis negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan 
demikian para pengembangan idiologi itu memiliki privilese kebenaran dan 
kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan 
berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk 
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menentukkannya. (3) legitimasi teknoratis atau pemerintahan oleh para ahli:   
berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan masyarakat dizaman 
modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan 
secara bertanggungjawab oleh mereka yang betul-betul ahli. (4) legitimasi 
pragmatis: orang, golongan atau kelas yang de facto menganggap dirinya paling 
cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk 
menanganinya inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa.
19
 Salah satu contoh 
adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa 
tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan 
pemerintahan segara secara teratur.  
 Menurut Andrain dalam Ramlan Subakti bahwa berdasarkan prinsip 
pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi 
dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu :  
a. Legitimasi tradisional; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan 
kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan  
pemimpin ”berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.  
b. Legitimasi ideologi;  masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin 
pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana 
ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti 
komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi 
pancasila.  
                                                          
19
 Ibid., h. 55.  
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c. Legitimasi kualitas pribadi; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan 
kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa 
kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang 
tertentu.  
d. Legitimasi prosedural;  masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan 
kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
e. Legitimasi instrumental; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan 
kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin 
kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.
20
   
3. Sumber Kekuasaan 
 Inu Kencana mengemukakan bahwa ada beberapa cara mengapa seseorang 
atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu :  
a. Legitimate Power 
Legitimate berarti penangkatan, jadi legitimate power adalah perolehan 
kekuasaan melalui pengangkatan.  
b. Coersive Power 
Perolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat 
perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah tentu diluar jalur konstitusional 
atau biasa disebut dengan kudeta.  
c. Expert Power 
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 Ramlan Sbakti, Op.Cit., h. 97.  
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Perolehan kekuasaan melalui keahlian, maksudnya pihak yang mengambil 
kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut. 
d. Reward Power 
Perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian. Sebagai contoh bagaimana 
orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan 
patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena 
mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji). 
e. Reverent Power 
Perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik 
tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala 
kemudian  menguasai keadaan, namun daya tarik seperti penampilan dalam 
mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.  
f. Information Power 
Kekuasaan yang dipeorleh karena seseorang yang begitu bayak memiliki 
keteranga sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu 
yang bersangkutan membatasi keterangannnya agar terus menerus dibutuhkan.  
g. Connetion Power  
Mereka yang mempunyai hubungan yang luas dan banyak akan 
memperoleh kekuasaan yang besar pula, baik dilapangan politik maupun 
perekonomian. Yang biasa disebut dengan ”relasi”. Atau kekuasaan seseorang 
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memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedag berkuasa, 
hal ini biasanya disebut denga hubunga kekerabatan atau kekekeluargaan.
21
  
Sesuai hal tersebut, menurut French dan Raven dalam Thoha yang dikutip 
Harbani Pasolong membagi lima sumber kekuasaan :  
a. Kekuasaan paksaan (Coercive Power)  
Didasarkan pada rasa takut, dengan demikian sumber kekuasaan diperoleh 
dari rasa takut. 
b. Kekuasaan legitimasi (Legitimate Power) 
Kekuasaan yang bersumber pada jabatan yang dipegang pemimpin, Secara 
formal semakin tinggi seseorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan 
legitimasinya mempunyai kecenderungan untuk memepengaruhi orang lain, 
karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak dan wewenang 
yang diperoleh dari jabatan dalam organisasi, sehingga diharapkan saran-saran 
akan banyak diikuti orang lain.  
c. Kekuasaan keahlian (expert power)  
Kekuasaan yang bersumber dari keahlian, kecakapan atau pengetahuan 
yang dimiliki seseorag pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan 
pengaruhnya terhadap orang lain.  
d. Kekuasaan Penghargaan (reward power) 
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Inu Kencana,  Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 58. 
 
 
37 
 
Kekuasaan yang bersumber dari kemampuan untuk menyediakan  
penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi atau 
penghargaan jasa.  
e. Kekuasaan referensi (referent power) 
Kekuasaan yang bersumber dari sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin.
22
  
Menurut beberapa ahli yang dikutip Muchtar Pakpahan bahwa, ada tiga teori 
sumber kekuasaan yakni:  
a. Teori Teokrasi, menyatakan bahwa kekuasaan itu datangnya dari tuhan. Tuhanlah 
yang mengangkat orang untuk mewakili tuhan mengatur pemerintahan.  
b. Teori Hukum Alam, menyatakan bahwa kekuasaan itu ada karena diperjanjikan 
oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat membuat perjanjian untuk mengangkat 
siapa yang memegang kekuasaan.  
c. Teori Kekuatan,i menyatakan siapa yang kuat dari antara masyarakat itu, dialah 
yang muncuk sebagai pemegang kekuasaan.
23
  
4. Pembagian Kekuasaan  
 Inu Kencana mengutip pendapat para ahli pemerintah mengusulkan pendapat 
untuk membagi atau memisahkan kekuasaan, walaupun pada prinsipnya tidak pernah 
secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat.  Pendapat-pendapat tersebut dapat 
digolongkan sebagai berikut :  
a. Eka Praja 
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 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 108. 
23
Muchtar Pakpahan Ilmu Negara dan Politik, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 68. 
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Kekuasaan dipegang oleh satu badan. Bentuk ini sudah tentu diktator 
(authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era pemerintahan. Jadi 
yang ada hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut 
dan pemerintahan fasisme.  
b. Dwi Praja 
Kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini oleh Frank J. Goodnow 
dikategorikan sebagai lembaga administratif (unsur penyelenggara pemerintahan) 
dan lembaga  politik (unsur pengatur undang-undang).  
c. Tri Praja 
Kekuasaan dipegang tiga badan. Bentuk ini banyak diusulkan oleh para 
pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas 
lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tokohnya, montesquieu dan John 
Locke.  
d. Catur Praja 
Kekuasaan dipegang  empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar 
dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran.  Van 
Vollenhoven Mengkategorikan bentuk ini yakni :  
1) Regeling (Kekuasaan membuat undang-undang) 
2) Bestuur (Kekuasaan pemerintah) 
3) Politie (Kekuasaan kepolisian) 
4) Rechtsspraak (kekuasaan mengadili). 
e. Panca Praja 
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Kekuasaan dipegang lima lembaga. Bentuk ini sekarang dianut Indonesia, 
karena walaupun dalam hitungan tampak ada enam badan yaitu konsultatif, 
eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, dan legislatif, namun dalam 
kenyataannya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya terdiri dari anggota 
legislatif.
24
  
Inu Kencana dengan mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan  
pemisahan tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :  
Menurut Gabriel Almond  
a. Rule Making Function  
b. Rule Application Function  
c. Rule Adjudication Function 
Menurut Montesquieu (1689-1755) 
1) Kekuasaan Legislatif, yaitu pembuat undang-undang  
2) Kekuasaan Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang 
3) Kekuasaan Yudikatif, yaitu yang mengadili (badan peradilan)  
Menurut John Locke (1632-1704) 
1) Kekuasaan  Legislatif 
2) Kekuasaan Eksekutif  
3) Kekuasaan Federatif (untuk memimpin perserikatan). 
Menurut Lemaire  
1) Wetgeving: Kewenaga membuat undang-undang  
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 Inu Kencana, Op.Cit., h. 60.  
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2) Bestuur : Kewenangan pemerintahan 
3) Politie: Kewenangan Penertiban  
4) Rechtsspraak: Kewenangan peradilan  
5) Bestuur Zorg : Kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat.25  
Dapat disimpulkan kekuasaan dapat beberapa bagian, antara lain: kekuasaan 
Eka Praja, yaitu kekuasaan dipegang oleh satu badan. Kekuasaan Dwi Praja, yaitu 
kekuasaan dipegang oleh dua badan. Kekuasaan Tri Praja, yaitu kekuasaan dipegang 
tiga badan. Kekuasaan Catur Praja, yaitu kekuasaan dipegang  empat badan, 
Kekuasaan Panca Praja, dan lain-lain. 
 
 
 
                                                          
25
 Ibid., h. 63.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
A. Jenis Penelitian 
 
Pada penelitian ini akan di gunakan metode deskriptif atau analisa 
kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bermaksud 
untuk membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai 
fakta-fakta dan sifat populasi. 
Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di sediliki. 
26
 
Terkait dengan kontribusi yang diangkat maka penelitian ini digunakan 
untuk memberikan gambaran tentang Legitimasi Kekuasaan Kepala Desa dan 
Demokrasi Lokal di Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng 
Kabupaten Takalar 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
 
Suatu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah menentukan waktu 
dan lokasi penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini berlangsung selama 
dua bulan, yang dimulai dari tanggal 01 Agustus 2012 sampai 01 September 2012. 
Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar 
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 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980, hal. 63 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Data Primer yaitu data yang dihimpun secara langsung di kumpulkan melalui 
pengamatan langsung di lapangan dan melalui responden. 
2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang 
relevan, dan informasi dari pejabat atau instansi yang terkait dengan obyek 
yang diteliti. 
 
D. Metode Pendekatan 
 
Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah 
yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
dikaji dalam metode ini menggunakan beberapa pendekatan. antara lain: 
a. Pendekatan filosofis, yakni mendekati masalah-masalah dengan 
memperhatikan pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan para ulama 
Islam khususnya mengenai pandangan tentang politik dan kepemimpinan. 
b. Pendekatan sosiologi, yaitu mendekati masalah-masalah dengan 
memperhatikan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat khususnya 
masyarakat warga Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara 
Kabupaten Takalar. 
c. Pendekatan Relegius, yakni mendekati masalah-masalah yang dibahas dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan norma-norma yang ada dalam agama. 
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E. Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam penulisan skripsi ini  penulis menggunakan dua metode 
pengumpulan data yakni: 
a. Metode Li brary Research 
         Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan cara 
membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang 
mempunyai hubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, adapun teknik 
penulisannya yaitu: 
1. Kutipan Langsung. yaitu penulis mengutip bahan-bahan yang bersumber dan 
referensi kepustakaan tanpa mengubah redaksinya sediktipun. 
2. Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang bersifat 
komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca referensi atau rujukan 
yang ada. 
b. Field research 
Field research yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan 
data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas. Dalam hal ini 
menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera tanpa mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan. Metode ini dilakukan dengan sistematis mengenai 
fenomena sosial untuk dilakukan pencatatan.  
2. Interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung oleh pewawancara kepada responden, kemudian dilakukan 
pencatatan. 
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F. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Reduksi data: data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis setiap 
selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu 
dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 
b. Display data: data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan 
tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data, yakni 
menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. Dengan 
demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk 
data. 
c. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi: adapun data yang didapat itu 
dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data baru. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng 
Utara Kabupaten Takalar  
 
a. Keadaan Geografis 
Faktor  geografis  merupakan  faktor  yang   sangat penting   dan 
mempengaruhi keadaan  kehidupan   makhluk, khususnya   manusia,  termasuk 
masyarakat  yang  ada di Desa Moncongkomba. Faktor ini dikatakan  penting 
 karena secara langsung berpengaruh terhadap   makhluk   dalam lingkungannya, 
sebagaimana kenyataan yang telah terjadi di muka  bumi ini. Geografis suatu 
daerah atau wilayah yaitu segala kondisi yang sudah tersedia bagi manusia, 
 termasuk di dalamnya  tanah dengan segala kekayaannya,  baik yang berbentuk 
 darat, laut, gunung, daratan,  tumbuh-tumbuhan, dan  binatang termasuk pula 
iklim. Dengan kata lain  bahwa geografis  adalah segala apa yang bukan pengaruh 
 manusia. Keadaan geografis adalah kondisi-kondisi yang tersedia oleh  alam 
untuk manusia, dan diperhatikan kombinasi  kondisi-kondisi   tofografis  dengan 
 kondisi-kondisi  lain.  
Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah salah satu desa dalam wilayah 
Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai 
berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Massamaturu Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
45 
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2. Sebelah Selatan berbataan dengan Desa Bulukunyi Kecamatan 
Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pa’tene Kecamatan POlombangkeng 
Selatan Kabupaten Takalar 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lantang Kecamatan Polombangkeng 
Selatan Kabupaten Takalar.
27
 
Desa ini  luasnya 181,29 Ha, yang terdiri atas tujuh dusun, yaitu: Dusun 
Pattiro, Dusun Bontolebang I, Dusun Bontolebang II, Dusun Panaikang, Timbusu, 
Jukukang, dan Dusun La’nyara. Luas tanah atau wilayah yang dimiliki oleh Desa 
Moncongkomba umumnya digunakan antara lain sebagai lahan pemukiman 
penduduk, pertanian, dan sarana-sarana lain. 
Iklim  di Desa Moncongkomba adalah  sama  dengan  iklim di  seluruh 
daerah Kabupaten Takalar,  yaitu  dipengaruhi oleh dua  musim,  yakni  musim 
kemarau dan musim hujan. Musim kemarau  terjadi  sekitar April  sampai  dengan 
Oktober dan musim hujan  biasanya terjadi sekitar November sampai dengan 
Maret setiap  tahun. Namun musim  hujan  biasa  juga  terlambat  sampai  bulan 
Januari, dan bulan inilah paling banyak hujan. Begitu pula musim  kemarau  biasa 
terlambat sampai bulan  Juni sampai bulan  Desember dan disinilah puncak 
musim  kemarau. Karena itu, dengan pengaruh iklim inilah keadaan tanah di 
daerah  ini berbagai  ragam  bentuknya, jenis dan pemakainya,  sesuai dengan 
keadaan alam dan lingkungan sosialnya. 
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Sumber Data:  Peta Desa Moncongkomba Kecamatan Polombang Utara Kabupaten  
Takalar  
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Keadaan   tanah  Desa Moncongkomba  yang  sangat subur, sehingga pada 
umumnya masyarakat hidup dari  hasil pertanian,  di  samping  juga hidup 
 sebagai pengusaha, pegawai dan buruh, peternak dan kerajinan tangan,  seperti 
pertukangan. 
b. Keadaan Demografis 
      1.  Komposisi penduduk secara umum 
Penduduk  Desa Moncongkomba tahun 2012 sebanyak 3619 orang. Lebih 
jelas dapat dilihat tabel 3. 
Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Desa Moncongkomba 2012 
 
No Lingkungan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Timbusu 241 270 511 
2 Pattiro 248 275 523 
3 Bontolebang I 245 283 528 
4 Bontolebang II 249 275 524 
5 Panaikang 247 269 516 
6 La’nyara 243 278 521 
7 Jukukang 231 265 496 
  Jumlah 1704 1915 3619 
Sumber: Kantor Desa Moncongkomba, 2012 (diolah) 
Desa Moncongkomba memiliki jumlah penduduk  sebanyak 3619 jiwa, 
yang umumnya dihuni oleh penduduk asli suku Makassar. Adapun etnik atau suku 
lain yang tinggal di sini hanya sebagai pendatang sebagai pengemban amanah 
kenegaraan atau untuk mencari nafkah. 
   2.  Komposisi Pendidikan Penduduk 
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Keadaan penduduk Desa Moncongkomba khususnya di bidang pendidikan 
umumnya tamat SD, SLTP, SLTA, dan sebagian S1. Lebih jelas mengenai hal 
tersebut, dapat dilihat pada tabel 3. 
Tabel 3. 
Keadaan Pendidikan Masyarakat Moncongkomba Tahun 2012. 
 
No Tingkat Pendidikan  Jumlah 
1 Taman SD  1734 orang 
2 Tamat SLTP    921 orang 
3 Tamat SLTA    652 orang  
4 Akademi / PT  190 orang 
5 Strata 1    32 orang 
  Jumlah 3619 orang 
Sumber: Kantor Desa Moncongkomba, 2012 (diolah) 
Dari data pada tabel 4 di aats, dapat diketahui bahwa keadaan penduduk 
Desa Moncongkomba di bidang pendidikan masih sangat kurang, umumnya tamat 
SD, SLTP dan SLTA, di samping S1. Mayoritas di antara mereka hanya sampai 
tamat SD, SLTP dan SLTA, berarti kemampuan masyarakat di bidang pendidikan 
masih tergolong rendah. Hal tersebut mungkin karena masih kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan, di samping kebutuhan ekonomi 
masih belum memadai sehingga banyak di antara anak-anak mereka hanya sampai 
SD, SLTP atau SLTA, selanjutnya mereka melanjutkan kegiatan di sawah-sawah, 
ladang-ladang atau lapangan kerja lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
28
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Sangkala Dg Sewang, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa 
Moncongkomba, tanggal  01 Agustus 2012. 
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c. Gambaran Penganut Agama di Desa Moncongkomba 
Penduduk Desa Moncongkomba seluruhnya penganut agama Islam. Untuk 
lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 
Tabel 5 
Keadaan Penganut Agama di Desa Moncongkomba 2012 
 
No Agama Jumlah Jiwa Presentase 
1 Islam 3619 100% 
2 Protestan 0 0% 
3 Khatolik 0 0% 
4 Hindu 0 0% 
5 Budha 0 0% 
  Jumlah 3619 100% 
Sumber Data: Kantor Desa Moncongkomba, tanggal 1 Agustus 2012. 
 
Dari data tersebut pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa semua 
penduduk atau masyarakat  Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng 
Utara Kabupatea Takalar adalah penganut agama Islam. 
Penduduk Asli suku Makassar seluruhnya beragama Islam dan hingga 
sekarang belum dicampuri oleh penganut agama  lain, seperti Protestan, Katolik 
ataukah agama lainnya seperti agama Hindu ataukah agama Budha. Namun 
demikian, dalam penerapan ajaran agama Islam masih ada  sebagian di antara 
anggota masyarakat di sini masih dipengaruhui oleh  kepercayaan nenek moyang 
mereka yang telah diwarisi turun temurun. Hal ini sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh Abd. Hakim Dg Ngasa bahwa masyarakat di daerah ini masih 
banyak yang mencampurbaurkan antara ajaran Islam yang mereka anut dengan 
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kepercayaan tradisional yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. 
Kepercayaan trdisional tersebut telah ada sebelum masuknya agama Islam di 
wilayah ini. Kepercayaan tradisional tersebut meliputi kepercayaan terhadap roh-
roh halus dan roh-roh nenek moyang mereka, serta mempercayai adanya kekuatan 
ghaib di tempat-tempat tertentu. Karena itu sebahagian umat Islam di wilayah ini 
masih sering berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti di 
pohon-pohon besar, batu-batuan, kuburan, pinggir laut, dan lain-lain. Mereka 
datang meminta do’a, karena mereka yakin bahwa kuburan tersebut dapat 
memberikan keuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Pohon, batu-batu 
dijadikan sebagai tempat pemujaan.
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Berdasarkan uraian terebut, dapat dipahami bahwa sekalipun penduduk 
Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
semuanya penganut agama Islam, namun masih ada sebagaian anggota 
masyarakat yang masih mencampuradukkan antara ajaran agama Islam yang 
mereka anut dengan ajaran nenek moyang mereka yang diwarisi turun temurun. 
d. Adat-Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten 
Takalar   
Dalam masyarakat, baik yang sudah maju maupun  yang masih  sederhana, 
ada sejumlah nilai  budaya  yang  satu dengan yang lain berkaitan hingga 
merupakan suatu sistem, dan  sistem  itu sebagai pedoman dari konsep  ideal 
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Abd Hakim Dg Ngasa, Tokoh Agama, Wawancara, oleh penulis di Desa 
Moncongkomba, tanggal 2 Agustus 2012. 
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 dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap  kehidupan warga 
masyarakatnya.30 
Masyarakat Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara 
misalnya,  adalah selaku masyarakat yang  memiliki  nilai budaya yang sangat 
tinggi, sehingga menjadi suatu tradisi yang  turun temurun dari generasi ke 
generasi  berikutnya. Tradisi  atau kehidupan sosial budaya  masyarakat Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara sangat dihormati, karena ia 
dianggap bernilai, berharga, sehingga dapat  berfungsi  sebagai pedoman yang 
memberi arah  dan orintasi terhadap masyarakatnya.  
Kepatuhan dan ketekunan masyarakat Desa Moncongkomba  terhadap adat 
dan sistem budayanya, dapat dilihat dari  beraneka  ragamnya sistem budaya  yang 
sering dipraktekkan antara lain: 
1. Budaya dalam Pelaksanaan Perkawinan 
Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang erat sekali 
hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat 
beserta orang-orang yang bersangkutan. Bukan saja faktor agama yang memegang 
peranan besar dalam lapangan perkawinan, tetapi juga faktor-faktor sosial lainnya 
seperti kehidupan kebudayaan, adat istiadat dan lain-lain sebagainya. 
Dalam perkawinan adat tradisional, tampak dengan jelas sifat komunalnya, 
sebab perkawinan itu dianggapnya sebagai masalah yang tidak hanya terbatas 
sampai kepada kepentingan kedua bakal mempelai saja, tetapi juga menyangkut 
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 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 190.  
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kepentingan kerabatnya, bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan 
masyarakat hukumnya. 
Oleh karena itu, maka penyelenggaraan adat senantiasa disertai dengan 
bermacam-macam upacara yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin 
perpenuhinya semua kepentingan yang tersangkut serta menjamin pula tetap 
terbinanya keseimbangan megis yang ada di dalam kesatuan masyarakat adat yang 
bersangkutan, menjamin kelestarian kebahagiaan kerabatnya, serta menjamin 
kerukunan dan kebahagiaan kedua mempelai sebagai suami isteri. 
Seperti halnya masyarakat Desa Moncongkomba, budaya perkawinan 
merupakan suatu budaya yang menjadi kebiasaan turun-temurun dari generasi ke 
genarasi. Hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Nur bahwa 
salah satu nilai budaya yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat di sini 
adalah budaya perkawinan, yang penyelenggaraannya melalui beberapa proses, 
seperti proses peminangan, pelamaran, persta perkawinan, akad nikah, dan lain-
lain yang dianggap penting dan berharga bagi masyakat yang ada di sini.
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Uraian tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu wujud kehidupan sosial 
budaya masyarakat di Desa Moncongkombao adalah budaya perkawinan yang 
penyelenggaraannya melalui beberapa proses, yang tentunya merupakan suatu 
nilai budaya yang dianggap bernilai bagi masyarakat Desa Moncongkomba dalam 
menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. 
2. Budaya Menyambut Kelahiran Bayi 
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Muhammad  Nur, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Moncongkomba,  
tanggal 2 Agutus 2012.  
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Bentuk atau wujud budaya lain yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat 
di Desa Moncongkomba adalah budaya dalam  menyambut kelahiran bayi. Hal 
tersebut sebagaimana dikemukakan oleh M.Tahir Dg. Nyampa bahwa budaya 
dalam menyambut kelahiran bayi merupakan salah satu nilai budaya yang 
dianggap bernilai bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa 
Moncongkomba ini. Budaya ini dianggap bernilai, karena di samping sebagai rasa 
syukur atas karunia yang diberikan Allah swt. berupa bayi atau keturunan, juga 
sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan seorang manusia baru yang hadir 
di tengah-tengah keluarga.  Salah satu manispestasi dari adanya rasa syukur dan 
kegembiraan tersebut, maka anggota masyarakat Islam di sini dalam menyambut 
kelahiran bayi mengadakan pemotongan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan  
satu ekor kambing bagi  bayi perempuan.
32
  
Berdasarkan uraian tersebut, diapat dpahami bahwa salah satu wujud sosial 
budaya masyarakat di Desa Moncongkomba adalah budaya penyambutan 
kelahiran bayi dengan melakukan pesta dan pemotongan kambing 2 ekor bagi 
anak laki-laki dan 1 ekor jika bayi yang lahir perempuan.  
3. Budaya dalam Menhadapi Kematian 
Bentuk budaya lain yang dianggap bernilai bagi masyarakat di Desa 
Moncongkomba adalah budaya dalam menghadapi kematian. Hal tersebut, 
sebagaimana dikemukakan oleh Burhanuddin Dg Mone bahwa budaya dalam 
mengahdapi kematian merupakan suatu nilai budaya yang sangat bernilai, karena 
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M.Tahir Dg, Nyampa, Tokoh Agama, wawancara oleh penulis di Desa 
Moncongkomba, tanggal 2 Agustus 2012.  
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budaya tersebut dapat menyadarkan anggota masyarakat bahwa kita semua akan 
kembali dan tentunya si mayit itu harus dihormati dan diurus pemakamannya. 
Karena itu, jika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia di sini, anggota 
masyarakat serentak mendatangi pihak keluarga si mayit memberi bantuan baik 
tenaga maupun materi, juga spirit bagi mereka agar tetap tabah dalam menghadapi 
kenyataan.33 
Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu wujud atau bentuk sosial budaya 
yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Moncongkomba adalah sosial 
budaya dalam menghadapi kematian, yaitu apabila ada anggota masyarakat yang 
mengalami, maka anggota  anggota masyarakat muslim yang lain turut merasakan 
dan berpartisipasi  mengurus jenasah sampai ke pemakaman 
e. Struktur Organisasi 
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah 
pemerintahan Desa Moncongkomba memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap 
pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait 
hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun 
Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga / RW) terbentuk. 
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Burhanuddin Dg. Mone, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kelurahan Mata 
Allo, tanggal 28 Oktober 2009.  
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Adapun susunan pemerintahan Desa Moncongkomba, yakni: 
1. Kepala Desa                              : Amiruddin Dg Mulung 
2. Sekretaris Desa                         : Syarifuddini 
3. Kasi Pemerintahan                    : Supiati 
4. Kaur Keuangan                         : Adriati 
5. Kasi Agama                              : Abd. Hakim Dg Ngasa 
6. Kasi Perekonomian                 : Jumriati. 
7. Kasi Ketentraman Ketertiban   : Abdullah Dg Nai 
8. Kasi  Sosial & Budaya               : S. Dg Kulle.34  
 Demikian struktur pemerintahan Desa Moncongkomba, yang terdiri dari 
Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi 
Agama, Kasi Perekonomian, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban, Kasi Sosial dan 
Budaya. 
Deskriptif jabatan dan pekerjaan sangat diperlukan agar dapat 
mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, karena terkadang suatu pekerjaan 
masyarakat kondisi     pengalaman ataupun kemampuan tertentu bagi 
pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk dan susunan pemerintahan 
Desa berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:  
a. Kepala Desa 
Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh 
penduduk Desa warga negara Indonesia yang telah   berumur   sekurang-
kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan 
                                                 
34
Sumber Data: Kantor Desa Moncongkomba, 2012.  
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dan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak 
diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin 
mendorong aparatur di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang 
maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi 
bawahannya.   
Seorang pemimpin hendaknya membina hubungan kerjasama yang 
harmonis, karena akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi 
para bawahan pada tingkat manapun dan pada bagian manapun mereka berada. 
Dalam lingkungan angkatan bersenjata Republik Indonesia ditemukan 11 azas 
kepemimpinan yang digali dari peninggalan nilai-nilai kepemimpinan dibumi 
Indonesia yaitu :  
1. Ing ngarso suntulodo artinya kalau pemimpin itu berada di depan ia 
memberikan tauladan. 
2. Ing madya mangun karso artinya bilamana pemimpin berada di tengah ia 
membangkitkan tekad dan semangat.  
3. Tut wuri handayani artinya bilamana pemimpin itu berada di belakang ia 
berperan sebagai kekuatan, pendorong dan penggerak. 
4. Takwa, seorang pemimpin harus merupakan seseorang yang percaya dan 
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
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5. Waspodo purbo wiseso artinya seorang pemimpin harus senantiasa 
waspada, sanggup mengawasi dan berani memberi koreksi kepada yang 
melakukan kesalahan.  
6. Ambek parama arta, seorang pemimpin harus mampu menentukan segala 
sesuatu dengan tepat dan memiliki amanat yang harus diselesaikan.  
7. Prasojo, seorang pemimpin senantiasa menunjukkan tingkah laku yang 
bersahaja, sederhana dan tidak berlebihan.  
8. Setio, seorang pemimpin selalu mempunyai sikap kesetiaan dan ketaatan 
yang timbal balik terhadap semua pihak dalam organisasi 
9. Heminastiti, berarti hemat dan cermat, seorang pemimpin harus 
mempunyai kesadaran dan kemampuan yang tinggi untuk membatasi 
penggunaan segala sesuatu yang benar-benar diperlukan. 
10. Beloko berarti jujur yakni kesediaan, kerelaan dan keberanian untuk 
mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya.  
11. Legowo, seorang pemimpin harus ikhlas yakni kesediaan, kerelaan dan 
keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan 
kedudukannya kepada generasi berikutnya. 
Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan 
akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syarat-syarat yakni 
mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan 
merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, 
serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambingkan 
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oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara soal 
pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian dalam 
menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam 
pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta 
mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan 
wewenang akan didelegasikan. 
b. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan 
Adalah   unsur   staf   yang   membantu   Kepala   Desa   dalam 
menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. 
Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala  Urusan atau  Kaur diangkat 
dan  diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar  pertimbangan Camat atas 
usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan BPD. 
Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur  pembantu Sekretaris           
Desa  dalam  bidangnya.  Adapun  fungsi  dan  peranan  Kepala  Urusan  
sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, 
kesejahteraan, keuangan dan urusan umum sesuai bidang tugasnya 
masing-masing 
2. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa 
c. Kepala Dusun 
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa, dalam Desa 
dibentuk Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Pembentukan Dusun 
ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor 
alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat. Ada faktor-
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faktor obyektif lainnya   seperti   penguasaan   wilayah,   keseimbangan   antara 
organisasi dan luas wilayah serta pelayanannya. Kepala Dusun adalah unsur 
pelaksana dalam pemerintahan Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala 
Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atas usul 
Kepala Desa.  
d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (SK Terlampir) 
BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan paham untuk 
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mempunyai kedudukan 
sejajar dan menjadi mitra kerja Kepala Desa baik dalam menyelenggarakan 
roda pemerintahan maupun pembangunan Desa. Anggota BPD dipilih dari 
calon-calon yang diajukan oleh kalangan   Adat,   Agama,   organisasi  sosial   
politik,   golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang mempunyai 
persyaratan.  
BPD mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan 
pembangunan. 
2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-sama 
pemerintahan Desa. 
3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. 
4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani aspirasi dan  
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau 
instansi yang berwenang.  
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Adapun jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah 
penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : 
1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang 
2. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang 
3. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang 
4. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang 
5. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang 
e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
Adalah   lembaga   masyarakat  di   Desa  yang   tumbuh   untuk 
masyarakat dan merupakan  wahana  partisipasi  masyarakat dalam 
pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan   pemerintah   
serta   swadaya   gotong   royong dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan dalam rangka mewujudkan  ketahanan  nasional yang meliputi 
aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan 
keamanan. 
LPMD bertujuan membantu pemerintah Desa atau Kelurahan dalam 
meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil   pembangunan 
dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong 
masyarakat  dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan 
ketangguhan yang mengandung kemampuan, mengembangkan ketahanan 
didalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan hambatan dalam rangka 
pembinaan wilayah serta merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal  
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dan  suara  organisasi  berdiri sendiri serta  merupakan wadah partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan.  
Tugas pokok LPMD dalam membantu Kepala Desa adalah 
merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah menggerakkan 
dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif  dan pasif 
untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari 
berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong. Menumbuhkan 
kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa. 
f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
Adalah  organisasi  masyarakat yang  diakui  dan  dibina  oleh 
pemerintah untuk memelihara dan  melestarikan  nilai-nilai kehidupan   
masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  
kemasyarakatan  di Desa.  Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan 
maksud dan tujuan : 
1. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang 
berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. 
2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan.  
3. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
g. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
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Dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan 
terutama kegiatan yang ditujukan bagi terciptanya keluarga sejahtera melalui 
jalur dan gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Adapun 10 
(sepuluh) Program PKK meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, 
gotong royong, sandang, pangan dan perumahan, tata laksana rumah tangga, 
pendidikan dan keterampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan 
berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.  
Kesepuluh Program PKK tersebut satu dengan yang lain tidak memiliki 
bobot, prioritas yang lebih. Pemilihan akan program yang menjadi prioritas 
dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kesanggupan. Tiap-tiap Desa yang bersangkutan walaupun Program pokok 
PKK ini diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Oleh karena 
program ini  merupakan  program  inti  untuk mencapai  kesejahteraan 
keluarga. Di tingkat Desa, pembina PKK adalah Kepala Desa yang 
menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dalam bimbingan sesuai petunjuk dan 
ketentuan yang telah digariskan. 
B. Bentuk Kepemimpinan dan Legitimasi Kekuasaan Kepala Desa dalam 
membangun demokrasi lokal di Desa Moncongkomba Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam 
pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun demokrasi 
lokal, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi 
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mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya 
aparat Desa mempunyai fungsi : 
1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat 
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya 
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat 
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya 
Untuk  menyelenggarakan  fungsi  tersebut di  atas maka seorang Kepala 
Desa harus mengusahakan : 
a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat 
b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan  sesuai dengan 
kemampuan setempat 
c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara 
lintas sektoral. 
d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan 
e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja 
Selain fungsi Kepala Desa yang telah dijelaskan di atas, Kepala Desa 
masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan 
perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat 
Desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap mengembangkan 
demokrasi lokal. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang 
peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa 
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Moncokamba yang Secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat 
dijabarkan sebagai berikut:  
1. Pembinaan Terhadap Masyarakat 
a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi. 
  Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa 
yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga 
pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan 
prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun 
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam 
pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi 
warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk 
menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan 
sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan 
partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan 
pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa. Berdasarkan wawancara 
yang penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa 
Moncongkamba “Siking Dg. Takko” beliau mengatakan bahwa Masyarakat di 
desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat 
memberdayakan potensi yang ada di daerah kami. Persoalan hanya terletak 
kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul 
tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya 
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pembangunan di desa kami sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah 
desa atau kepala desa
35
 
  Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna 
meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin 
peningkatan pendapatn dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. 
Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
meliputi pemberian raskin.  
  Menurut Bapak Rahim Dg. Tutu salah satu kekurangan dari pemerintah desa 
sekarang adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan dan koperasi. Pembinaan ini 
belum terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Moncongkamba, jadi 
masanyarakat kurang berkembang taraf hidupnya karena tidak memiliki dana dan 
ilmu untuk berwiraswasta, Selain itu aparat desa enggan mengajak masyarakat 
untuk menyimpan dan menyalurkan dana bagi masyarakat lain yang 
membutuhkan.
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b. Pembinaan  masyarakat desa pada bidang hukum.  
Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan 
bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang  dimaksudkan agar 
pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di 
lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara. Contoh pemuda berkumpul untuk 
mendiskusikan bahaya akibat narkotika, diberi penyuluhan akibat adanya 
perkelahian pelajar. 
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 Siking Dg. Takko, Tokoh Masyarakat. Wanwancara oleh penulis di desa 
Moncongkomba tanggal 02 Agustus 2012 
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 Rahim Dg. Tutu, Tokoh Masyarakat. Wawancara oleh penulis desa Moncongkomba 
tanggal 02 Agustus 2012 
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Menurut Bapak Patahuddin Dg. Tutu program ini tidak berjalan dengan 
baik karena kurang seriusnya aparat desa dalam menjalankan program ini, 
khusunya dalam mengajak masyarakat atau pemuda untuk ikut berpartisipasi lebih 
dalam acara ini.
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c. Pembinaan masyarakat pada bidang agama  
Pembinaan   ini   untuk   meningkatkan   kehidupan   beragama dikalangan 
pemuda. Contohnya mengadakan pengajian setiap minggu, kerja bakti untuk 
membangun tempat ibadah, dan mengadakan Jum’at bersih. 
Menurut bapak Sapiuddin Dg. Ngawing selaku Tokoh agama mengatakan 
bahwa antusias masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan kerja bakti 
untuk membangun tempat ibadah, tetapi untuk mengikuti pengajian setiap minggu 
agak kurang hal ini karena kurangnya campur tangan aparat desa dalam 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
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2. Pembinaan masyarakat pada bidang Kesehatan  
Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, 
baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan 
kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah 
memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan 
memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian 
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.  
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 Patahuddin Dg. Tutu, Ketua BPD Desa Moncongkomba. Wawancara oleh penulis desa 
Moncongkomba tanggal 02 Agustus 2012 
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 Sapiuddin Dg. Ngawing, Tokoh Agama. Wawancara oleh penulis desa Moncongkomba 
tanggal 02 Agustus 2012 
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Pemerintah Desa Moncongkamba Kecamatan Polombangkeng Utara 
Kabupaten Takalar dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan 
cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa 
yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di 
lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut 
maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan 
bagaimana system pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan 
masyarkat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi maupun 
program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan.  
Pembinaan yang paling giat dilakukan oleh Pemerintah Desa 
Moncongkamba adalah pembinaan dalam kegiatan keagamaan, sosial budaya dan 
pembinaan kepada ibu-ibu PKK. Fasilitasi kegiatan ditindaklanjuti dengan 
pemberian bantuan alat-alat seni dan ceramah agama yang biasanya didatangkan 
dari luar desa, sebagaimana yang disampaikan oleh  Amiruddin Dg. Nulung, 
selaku kepala desa di Desa Moncongkamba mengatakan bahwa Kegiatan yang 
telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara 
bergotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk 
kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturrahim dengan 
sesama warga, dan tetapi antusias masyarakat dalam pengajian yang rutin 
diadakan setiap minggu yang disertai dengan ceramah agama biasanya kurang 
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banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Padahal tujuannya adalah menanamkan 
pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda.
39
 
Selain itu pula bentuk nyata peranan aparatur pemerintah desa 
Moncongkamba adalah memberikan pembinaan dalam bidang kesehatan.  
Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di setiap dusun 
yang ada di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap bulan di 
adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui, 
nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan 
pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, bcg, dpt, oleh tenaga 
kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu yang dipandu oleh tim 
penggerak PKK Desa (POKJA IV) dan juga di Desa Moncongkamba ini telah 
dibangun PUSKESDES (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat ini digunakan 
untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa secara gratis bagi yang memiliki 
kartu keluarga dan KTP. Apabila tidak menunjukkan kedua identitas tersebut 
maka pasien akan dikenakan biaya adminisrasi sebanyak Rp.5.000,- ini 
membuktikan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak kesehatan 
sangat erat demi terlaksananya tertib administrasi di bidang pemerintahan desa. 
Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Aisyah 
sebagai pengurus LPM, beliau mengatakan bahwa Pemberian sanksi administrasi 
bagi warga yang tidak memiliki KTP dan KK ketika ingin mendapatkan 
pengobatan gratis berupa biaya sebesar Rp.5.000 bukanlah bermaksud untuk 
memberatkan warga desa melainkan mengajak masyarakat untuk tertib 
                                                 
39
 Amiruddin Dg. Nulung. Kepala Desa. Wawancara oleh penulis desa Moncongkomba 
tanggal 02 Agustus 2012 
69 
 
administrasi. Itupun tidak semua warga dikenakan biaya jika tidak memiliki KTP 
dan KK, karena warga yang mendapat kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA 
tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan dibebaskan dari 
segala biaya serta dana yang terkumpul dari denda administrasi diserahkan 
kembali ke petugas kesehatan untuk di manfaatkan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.
40
 
Begitupula di Desa Moncongkamba ini telah dibangun kerjasama antara 
bidan dan dukun dimana setiap ibu hamil yang akan melahirkan telah diberi 
pengertian dan pembinaan agar bila nanti melahirkan ibu hamil tersebut 
melaporkan kepada dukunnya dan dukun tersebut menyampaikan kepada bidan 
desa karena yang akan melayani persalinan adalah tenaga medis dan yang 
melaksanakan adat atau kebiasaan masyarakat adalah dukun.  
Jadi proses melahirkan ditangani oleh bidan dan prosesi jampi-jampi 
dilakukan oleh dukun tersebut. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah desa 
sangat peduli bagaimana pentingnya kebersamaan dalam melaksanakan segala 
kegiatan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat dan di desa ini 
juga diadakan penyuluhan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang 
dilaksanakan oleh tim penggerak PPK Desa (POKJA IV) bekerjasama dengan 
bagian Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dimana dalam pembinaan 
ini masyarakat diajak untuk membuat jambang agar BAB pada tempatnya dan 
cuci tangan sebelum makan, makanan harus ditutup, bak mandi harus dibersihkan 
dan masalah kesehatan yang lain yang dapat merusak kesehatan masyarakat. 
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3. Pengayom terhadap masyarakat 
Seni kepemimpinan adalah kemampuan mempraktekan ilmu teori 
kepemimpinan kepada orang yang dipimpinnya yang kenyataannya tidak selalu 
sama dengan yang diajarkan dalam ilmu teori kepemimpinan. Hal ini terjadi 
karena setiap individu manusia yang dipimpin memiliki karakter yang berbeda 
satu sama lain, memiliki interest/kepentingan pribadi yang berbeda. Perbedaan itu 
kalau diseragamkan sesuai keinginan kita sebagai pemimpin, akan menimbulkan 
resistensi baik secara terbuka ataupun tertutup. Aturan kepemimpinan militer yang 
otoriter, akan lebih memudahkan seseorang pemimpin militer untuk melakukan 
seni kepemimpinannya, tetapi dilingkungan orang sipil akan menjadi lebih 
complicated, lebih rumit. 
Salah satu yang mempersulit melakukan seni kepemimpinan sebenarnya 
adalah kemampuan seseorang untuk mampu menumbuhkembangkan ketaatan 
terhadap disiplin. Disiplin artinya bersedia melakukan semua aturan yang 
ditetapkan oleh lingkungan hidupnya secara tulus ikhlas, tanpa harus dipaksa dan 
diawasi terus menerus oleh pemimpin, dilakukan secara lahir dan batin. 
Kunci sukses seorang pemimpin adalah mampu menumbuhkembangkan 
rasa taat yang tulus dan ikhlas dihati dan fikiran anak buah atau rakyatnya, yakni: 
a. Mampu memberikan suri tauladan dalam keimanan dan ketaqwaankepada 
Tuhan YME, serta ketaatan terhadap Peraturan Disiplin itusendiri. 
b. Mampu menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan secara jujur, benar dan 
adil. 
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c. Mampu bersikap dan berperan sebagai pengayom bawahan atau rakyat yang 
membutuhkan perhatian, bantuan, nasihat, petunjuk, secara tulus, dan Ikhlas. 
d. Mampu menjadi seorang guru, pembimbing, dalam setiap permasalahan baik 
masalah tugas maupun pribadi. 
e. Mampu berperan dan bersikap sebagai kawan yang baik, yang mau 
mendengarkan segala curhat dan keluhan anak buahnya, pada saat-saat santai 
di luar jam pekerjaan kantornya. 
Sesuai hal tersebut Kaharuddin Rani mengemukakan bahwa Kepala Desa 
Moncongkomba sebagai pengayom masyarakat di desa ini sudah sangat cepat 
tanggap jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, 
perkelahian pemuda dll. Ia biasanya mencari solusi untuk penyelesaian masalah 
dengan cara kekeluargaan.
41
 
Hal senada di ungkapkan oleh  Muh. Asri Dg. Talli mengemukakan bahwa 
Kepala Desa sangat peduli dalam hal keamanan desa, bisa dilihat dari tingkat 
pencurian lambat laun sudah berkurang. Kepala Desa juga cepat tanggap jika 
sesuatu menimpa masyarakatnya dengan menghubungi pihak berwajib juga 
dengan pengaktifan ronda-ronda malam membuat masyarakat merasa aman.
42
 
Sejalan dengan hal tersebut,  Sirajuddin Dg. Ngewa mengemukakan 
bahwa semula kami memang pernah merasa takut akan pencurian yang biasa 
terjadi beberapa bulan lalu yang sangat meresahkan warga tetapi sekarang kami 
khususnya warga Tambusu sudah merasa aman, ini karena Kepala Desa langsung 
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mengadakan pertemuan dengan tiap-tiap Kepala Dusun beserta tokoh-tokoh 
masyarakat untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi persoalan ini dan dalam 
rapat ini dihasilkan keputusan untuk mengaktifkan kembali ronda malam di tiap-
tiap dusun agar keamanan desa dapat terjaga dengan baik. Selain itu Kepala Desa 
juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sehingga bisa melihat sendiri 
saat ini jika kita sudah tidak takut untuk keluar sendirian walaupun sudah 
malam.
43
 
Tetapi salah satu kekurangan dari kepala desa menurut Wahyuni bahwa 
dia sering ke kantor desa sekitar pukul 08.00 tetapi kepala desa belum juga hadir 
di kantor desa, terkadang dia hanya mendapati satu atau dua orang pegawai jadi 
terkadang jika ingin mengurus seuatu dia harus datang di siang hari.
44
 
Begitupula dengan yang diungkapkan oleh pemuda desa Sirajuddin yang 
mengatakan bahwa ketika dia ingin mengurus sesuatu dia harus kerumah Kepala 
Desa karena jika dia ke kantor desa maka hanya satu atau dua orang yang ada di 
Kantor Desa.
45
 
Polemik ini menjadi kendala tersendiri untuk aparat desa khususnya 
Kepala Desa Moncongkomba, kedisiplinan harus lebih ditanamkan kepada aparat 
Desa demi terlaksananya program-program yang telah disepakati dalam 
musyawarah desa.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Desa 
Moncongkomba selaku pemimpin warga belum mampu mengayomi 
masyarakatnya dengan maksimal dalam bidang menjaga kerukunan antara 
masyarakat di tiap-tiap dusun dengan cara melakuakan serangkaian pertandingan 
olahraga antara dusun, menjaga keamanan desa dengan mengaktifkan kembali 
ronda malam, Kepala Desa cukup berhasil. Tetapi dalam memberikan contoh 
khususnya dalam bidang kedisiplinan belum ada yang Kepala Desa bisa tunjukkan 
selaku aparat desa.  
4. Pelayanan terhadap masyarakat 
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi 
lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma 
pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang 
sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan 
yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut:  
a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang 
memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat.  
b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparat desa dan masyarakat 
sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap 
fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.  
c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.  
d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi 
pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat.  
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e. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.  
f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari 
masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.  
Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan 
kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :  
a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.  
b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.  
c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.  
d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat.  
e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat.  
Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur 
kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat 
terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa 
menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan 
selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 , yang 
telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, 
diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan 
sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang 
Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 
tentang Pemerintahan Desa.  
Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah 
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi 
dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi 
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dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah. Perencanaan 
pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan 
pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan 
desa.  
Secara umum kita telah mengetahui masalah yang dihadapi di tingkat Desa, 
baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin 
pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. 
Namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan 
masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan 
kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang 
baik dan berkualitas oleh para aparatur kelurahan kepada masyarakat sehingga 
permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. Selain itu pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan :  
a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur 
pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan 
penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 
maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama 
sekali.  
b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada 
masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.  
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c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari 
jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan 
pelayanan tersebut.  
d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya 
kurang berkoordinasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu 
instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.  
e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya 
dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga 
menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.  
f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya 
aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar 
keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan 
dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.  
g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan 
perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan 
Sehubungan dengan itu, maka desa dan perangkatnya serta pimpinan lembaga 
yang ada dikelurahan harus mampu menyusun rancangan pembangunan 
daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat.  
Adapun pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa    
Moncongkamba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar kurang 
maksimal. Di Desa Moncongkomba terdapat Kelompok tani Angkre di Dusun 
Tambusu, Kelompok Tani Mawar di Dusun Pattiro, Kelompok Tani Melati di 
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Dusun Bontolembang I, Kelompok Tani Indah di Dusun Bontolembang II. 
Perbaikan di bidang pertanian, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan 
dengan anggota kelompok tani Angkre “Muhammad Arfah”  dimana penulis 
menanyakan tentang betuk pelayanan pemerintah desa dalam bidang pertanian. 
Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Muhammad Arfah mengatakan 
bahwa Hasil panen gagal tidak bisa sepenuhnya disebabkan karena kesalahan 
petani, tetapi pemerintah desa harus juga bertanggung jawab terhadap kegagalan 
panen karena kurangnya perhatian untuk memberikan jalan keluar bagaimana 
mengatasi panen yang gagal, karena itu pemerintah desa harus menghubungi 
dinas pertanian agar rutin memberikan penyuluhan dan informasi tentang tata cara 
bertani yang benar dan sebagainya yang dianggap sangat bermanfaat bagi 
kelangsungan hidup kami.
46
 
Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat di 
Desa dapat dilihat pada pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa 
kepada masyarakat yang berkepentingan. Sehubungan dengan pelayanan ini ada 
beberapa indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitasnya 
yaitu kesadaran dan kebijaksanaan oleh Kepala Desa serta aparat pemerintah Desa 
yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat. Sebagaimana halnya dengan 
pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya, setiap pelayanan harus melalui 
prosedur dan mekanismenya.   
Prosedur pelayanan masyarakat tersebut sangat terkait dengan fungsi 
Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahannya baik itu 
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terhadap kegiatan administrasinya maupun dalam bidang pembangunan atau 
pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat Desa. Salah satu 
upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Moncongkamba 
adalah membuat kotak saran dalam rangka menampung berbagai aspirasi yang 
diletakkan di depan pintu kantor desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Kepala Desa Moncongkamba “Patahuddin Dg. Tutu” menyatakan bahwa sebagai 
bentuk kepedulian  kami akan berbagai permasalahan yang terjadi pada warga, 
kami menyediakan kotak saran untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi 
masyarakat yang mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung 
berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun demikian dalam berbagai kesempatan 
ketika ada rembug desa, saya selaku yang dipercayakan memimpin mereka 
menyampaikan bahwa semua saran dan aspirasi jika bernilai positif akan 
ditampung dan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan 
anggaran yang tersedia.
47
 
Sekalipun demikian upaya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa 
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat khususnya dari 
kelompok karang taruna menyatakan bahwa kadang-kadang yang cukup 
menyulitkan dalam pemberian pelayanan adalah prilaku aparat yang seringkali 
memilah milah bahkan tidak memberikan toleransi terhadap persoalan masyarakat 
yang dihadapi. Bahkan terkadang proyek yang seharusnya dikerjakan oleh LKD 
malah diserahkan kepada orang lain yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. 
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Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dianggap bisa 
memberikan kesenjangan antara warga yang satu dengan warga yang lain. 
Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan ketua karang taruna 
Desa Moncongkamba Kecamatan Polombangkeng, ”Asnawi” bahwa mereka bisa 
memahami bentuk perlakuan dalam pemberian pelayanan karena tidak semuanya 
langsung bisa dipenuhi, dalam arti mereka tetap bisa mentolerir dan memahami 
kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berikut ini adalah 
petikan hasil wawancara dengan Burhanuddin Dg. Situju, beliau mengatakan 
bahwa kami menganggap pelayanan pemerintah desa belumlah maksimal 
meskipun sebahagian besar masyarakat menganggap pemerintah desa telah 
berbuat yang terbaik untuk warganya. Pemerintah Desa terkadang masih diatur 
oleh pemerintah diatasnya untuk melakukan berbagai perbaikan pembangunan 
untuk kesejahteraan rakyat, padahal kami menginginkan perbaikan sarana dan 
prasarana khususnya untuk kepentingan para pemuda yang didahulukan,tapi kami 
menyadari dan paham akan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
48
 
Sejalan dengan itu, Kaur Umum Desa Moncongkamba Kecamatan 
Polombangkeng Kabupaten Takalar, Hasnaeni yang diwawancarai  memberikan 
alasan bahwa semua permintaan dan masukan dari warga masyarakat berusaha 
untuk dipenuhi namun semuanya harus berjalan sesuai proses yang telah 
ditetapkan. Beliau mengatakan bahwa Sebenarnya tidak ada istilah memilah-
milah bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi tidak 
ditanggapi namun realisasi yang diharapkan dari pemerintah diatas kami belum 
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menyetujui, jadi semuanya harus menunggu sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Kalaupun ada perlakuan dari aparatur desa yang dianggap diskriminatif atau 
membeda-bedakan pelayanan itu disebabkan karena terbatasnya staf Pemerintah 
Desa, sehingga kadang kurang memperhatikan masyarakat yang datang yang 
meminta pelayanan. 
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5. Pengembangan terhadap masyarakat 
Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti 
halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan 
Desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat untuk mentaati atau 
melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya 
bertujuan bagi 2 (dua) aspek yakni bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu 
sendiri. Bagi pemerintah fungsi atau peranan dimaksud untuk melakukan penataan 
sehingga tercipta tata ruang yang berdaya guna sehingga pemanfaatan ruang dapat 
dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya dan juga menciptakan efektif 
bangunan sehingga tampak keindahan Desa yang aman dan tertib.Selain dari 
aspek tersebut juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan Desa untuk 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini 
pengembangan organisasi yang lebih baik.  
Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga 
sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu 
pembangunan desa adalah sebagai berikut: 
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1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.  
Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh 
potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan 
prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Program-program pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah: (1) Program pengembangan 
Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit 
tanpa bunga.(2) Pengembangan Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam 
rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, 
nelayan dan peternak. (3) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta 
pengusaha mikro kecildan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil,(4) 
pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi 
desa (5) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam 
rangka menunjang industri kecil perdesaan 
2. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal. 
Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses 
pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka 
semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-program yang dapat 
dikembangkan diantaranya: 
a. Program pengembangan pendidikan 
b. Program peningkatan pelayanan kesehatan 
c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga 
d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. 
e. Pembinaan kehidupan beragama 
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f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. 
3. Pengembangan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar 
dapat didaya gunakan secara berkelanjutan. Adapun bentuk program 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pengelolaan SDA 
dan pelestarian lingkungan malalui: 
a. Pelaksanaan program peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan 
rendah didaerah kritis. 
b. Fasilitasi pelaksaan program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian 
lingkungan. 
c. Fasilitasi pelaksanaan program rehabilitasi pada lahan berbasis masyarakat 
Dengan mengacu kepada uraian yang berkaitan dengan pengembangan 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Moncongkamba 
terutama yang berkaitan dalam bidang pengembangan terhadap masyarakat  maka 
sasaran utama yang harus dikembangkan sesuai hasil rembug desa adalah 
pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu salah satu bidang yang 
menjadi perhatian aparatur pemerintah desa adalah  peningkatan pendidikan baik 
itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 
Di Desa Moncongkamba ini terdapat 2 Play Group, 3 Sekolah TK, 3 SD, 1 
SMP, dan 1  SMA oleh karena itu pemerintah desa dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan harusnya tidak ada kendala. Tetapi menurut Nasir Nai mengatakan 
bahwa kurangnya penyuluhan aparat desa terhadap masyarakat akan pentingnya 
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pendidikan untuk mengurangi pengangguran menjadi suatu masalah tersendiri 
bagi masyarakat.
50
 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa 
elemen penting pada warga masyarakat Desa Moncongkamba Kecamatan 
Polombangkeng Kabupaten Takalar, maka terdapat beberapa hal dapat dianalisis 
oleh penulis sebagai berikut: 
1) Aparat Pemerintah Desa belum maksimal dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada warga masyarakatnya di berbagai bidang sesuai kapasitas dan 
kapabilitas yang telah ditetapkan  
3) Penyediaan kotak saran di samping pintu masuk kantor kepala desa adalah 
bentuk lain pelayanan aparatur pemerintah desa untuk mengetahui berbagai 
aspirasi dan saran dari warga masyarakat untuk memperbaiki kinerja mereka 
sekaligus memahami keinginan-keinginan warga masyarakat yang 
menginginkan perubahan. 
4) Kurangnya jumlah aparatur pemerintah desa terkadang menjadi kendala utama 
dalam melaksanakan pekerjaan terutama yang sangat berkaitan dengan 
kepentingan warga masyarakat, misalnya ketika melakukan pendataan kepada 
masyarakat miskin atau ketika masyarakat berdesakan meminta jatah raskin. 
5) Perbedaan pandangan yang muncul antara tokoh masyarakat yang satu dengan 
masyarakat yang lain adalah realitas nyata yang harus disikapi dengan bijak 
karena bagaimanapun pelayanan yang memberikan kepuasan antara warga 
yang satu dengan warga yang lain berbeda takarannya. 
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6) Pembinaan terhadap masyarakat telah belum berjalan secara optimal terutama 
dalam bidang agama, sosial budaya, pelayanan kesehatan dan lain-lain. 
Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai 
hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya 
untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang 
terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan 
mengabaikan  kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman 
masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk 
memberdayakan masyarakat   tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak 
berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. 
Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian 
kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. 
Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 
singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara 
berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling 
tepat untuk komunitas.  
Mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-
kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan 
kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada 
banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang 
ditetapkan.kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat 
berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari 
sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah : 
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2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar 
Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar 
dapat menyebabkab kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan 
dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung 
dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung 
tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. 
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi yang terlambat 
Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat tersebut 
menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima 
informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat 
menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat 
4. Sikap masyarakat yang tradisional 
Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak 
dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial 
dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima 
inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang 
dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. 
4.  Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing 
Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat 
terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam 
masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa 
melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, 
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semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit 
mereka terima. 
5.  Adat atau kebiasaan 
Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam 
masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak 
adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau 
kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru 
bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang meraka bangun 
dalam masyarakatnya. 
6.   Ketergantungan (depedence). 
Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap 
pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat 
membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. 
7.   Superego 
Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia 
tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego 
yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula. 
8.   Rasa tidak percaya diri (self distrust) 
Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan 
kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang 
ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia 
sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
9.   Rasa tidak aman dan regresi (insecurity and regression) 
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Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang 
cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan 
tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini 
adalah : seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah 
mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman 
berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan 
atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak 
membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini 
antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut 
salah, takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga 
menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya. 
10. Kesepakatan terhadap norma tertentu (conforming to norms) 
Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma 
merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota 
komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi 
lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan. 
11. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) 
Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area 
yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi 
berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan 
masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem 
mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan 
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menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, 
pola konsumsi dan sebagainya. 
12. Kelompok kepentingann. 
Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa 
tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang 
bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahan tekstil. 
Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut 
jatuh ke tangan mereka. 
13. Hal yang bersifat sakral (the sacrosanct). 
Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa 
kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai 
yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh : di banyak wilayah, 
dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin 
dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap 
bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau 
sesuai dengan sistem patriaki. 
14. Penolakan terhadap orang luar. 
Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh 
manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. 
Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program 
pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang 
cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, 
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rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” 
yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka. 
15. Kritik terhadap pemberian bantuan  
Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. 
Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. 
Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan 
telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. 
Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang 
menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh 
karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (entry point) untuk 
melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat. 
Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam program pemberdayaan, 
perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus 
dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala 
yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun 
ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah, misalnya faktor kendala yang 
berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai 
contoh, upacara perkawinan atau kematian yang memerlukan biaya besar untuk 
penyelenggaraannya tidak bisa dengan mudah dikurangi dari adat istiadat 
komunitas karena upacara tersebut dianggap sebagai ritual yang sakral dan 
berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk dapat 
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mengatasi kendala-kendala tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan 
melakukan pengkajian awal atau studi kelayakan terhadap komunitas. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas di atas dapat 
diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan 
organisasi pemerintah Desa Moncongkamba. Faktor-faktor penghambat tersebut 
yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal 
atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber 
dari luar organisasi. 
a. Faktor Internal 
Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap 
pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Desa Moncongkamba karena 
SDMnya kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya 
manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas 
pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada 
kantor Desa Moncongkamba masih sangat kurang jika dibandingkan dengan 
beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani 
masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala 
urusan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa, seperti tugas penataan 
pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan Iain-Iain. Selain aspek 
dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi pemerintah 
Desa Moncongkamba adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat 
menentukan. Kualitas aparat yang ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi 
tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat kurang. Sebagaimana yang 
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disampaikan oleh Kaur Keuangan, Adrianti mengatakan bahwa Rendahnya 
kualitas aparat pemerintahan desa dalam kehidupan berorganisasi disebabkan oleh 
tingkat pendidikan yang masih rendah, karena rata-rata diantara mereka hanyalah 
tamatan SMA, tetapi untungnya kepala desa memiliki andil yang sangat besar 
dalam pengembangan potensi yang ada di desanya.
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Faktor prasarana kerja yang juga menjadi faktor penghambat efektifnya 
pelaksanaan pengembangan organisasi misalnya masih terbatasnya kendaraan 
operasional yang dapat digunakan oleh petugas khususnya yang membawahi 
bagian administrasi misalnya saja dalam mengantar surat penting di kantor-kantor. 
Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi, baik 
digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan secara administratif maupun 
untuk operasional tugas organisasi itu sendiri. Penggunaan dana khususnya bagi 
aparat meliputi tujuan antara lain untuk pemberian insentif, hal ini menjadi 
penting sebagai alat motivasi supaya petugas dapat melaksanakan pekerjaannya 
dengan baik. Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADD) yang dialokasikan 
bagi Kantor Desa masih minim jika dibandingkan beban tugas yang ada. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi Pemerintahan 
Roslima, salah satu faktor yang juga menghambat pemberdayaan masyarakat di 
Desa Moncongkamba adalah sikap pemerintah desa yang terkadang lebih memilih 
orang lain dalam setiap proyek seperti perbaikan jalan. Kami semua tahu kalau 
Kepala desa memiliki kemampuan yang sangat besar dalam memberdayakan 
masyarakat, tetapi beliau juga memiliki titik lemah yaitu terkadang memilih orang 
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lain dalam pengerjaan sebuah proyek yang seharusnya dikerjakan oleh LKD, 
mungkin yang dilakukannya didasari oleh pertimbangan lain
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b. Faktor Eksternal 
Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah faktor-faktor yang 
bersumber dari luar organisasi meliputi: 
1. Partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam organisasi 
Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat 
dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memperoleh atau melaksanakan 
pembangunan. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah masyarakat di 
kawasan, masih rendah partisipasinya dalam memperoleh tujuan organisasi. 
Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah mendapat teguran dari aparat, hal itu 
bukan karena masyarakat tidak mau mengurus organisasi atau sengaja melanggar 
tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan organisasi. Hal itu 
tidak lain karena sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masih kurang. 
2. Hubungan antar status 
Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar 
seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang 
memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. 
Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya 
bersedia menerima status yang lebih rendah. Susunan status dalam satu kelompok 
dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu berupa status formal dan 
status sosial. Status formal adalah berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang ada 
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dalam kelompok atau organisasi yang berkaitan langsung dengan rantai komando. 
Status sosial tidak selalu berkaitan dengan status formal seseorang, walaupun 
dapat saja seseorang yang mempunyai status formal yang tinggi dapat pula 
mempunyai status sosial yang tinggi. 
Yang dapat menundukkan seseorang dalam status adalah : 
1. Kemampuan fisik, mental dan sosial berbeda yang biasanya timbul karena 
perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman. 
2. Tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekerjaan 
3. Tingkat pentingnya pekerjaan 
Sedangkan yang menjadi faktor pendorong dalam pemberdayaan 
masyarakat di Desa Moncongkamba Kecamatan Khusus Kabupaten Umum adalah 
sebagai berikut: 
1) Kontak dengan kebudayaan lain 
Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion (difusi). Difusi 
adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu 
lain. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan-
penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan 
baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebar luaskan 
kepada semua masyarakat, hingga seluruh masyarakat dapat merasakan 
manfaatnya. Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan, karena 
difusi memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan yang seringkali 
memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, 
yang lama dengan yang baru. 
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2) Sistem pendidikan formal yang maju 
Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, 
untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal baru, juga memberikan 
bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan 
kepada individu untuk dapat berfikir secara obyektif. Hal seperti ini akan dapat 
membantu setiap manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan 
dapat memenuh kebutuhan zaman atau tidak. 
3.  Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju 
Bila sikap itu telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maka masyarakat 
akan dapat menjadi pendorong bagi terjadinya penemuan-penemuan baru. 
Contohnya hadiah nobel, menjadi pendorong untuk melahirkan karya-karya yang 
belum pernah dibuat. 
4)  Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation) 
Adanya toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang 
itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus 
dilakukan oleh masyarakat. 
5) Sistem terbuka pada lapisan masyarakat 
Adanya system yang terbuka di dalam lapisan masyarakat akan dapat 
menimbulkan terdapatnya gerak sosial vertical yang luas atau berarti member 
kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Hal 
seperti ini akan berakibat seseorang mengadakan identifikasi dengan orang-orang 
yang memiliki status yang lebih tinggi. Identifikasi adalah suatu tingkah laku dari 
seseorang, hingga  orang tersebut merasa memiliki kedudukan yang sama dengan 
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orang yang dianggapnya memiliki golongan yang lebih tinggi. Hal ini 
dilakukannya agar ia dapat diperlakukan sama dengan orang yang dianggapnya 
memiliki status yang tinggi tersebut 
6) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu 
Terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat, dan berlangsung dalam waktu 
yang panjang, juga akan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat. 
7) Adanya orientasi ke masa depan 
Terdapatnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan 
datang, dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam system 
sosial yang ada. Karena apa yang dilakukan harus diorientasikan pada perubahan 
di masa yang akan datang.  
Dalam kehidupan organisasi imbalan selalu diberikan menurut persepsi 
seseorang tentang keahlian yang diperlukan  bagi suatu tugas pekerjaan.  Ini 
berarti suatu sistem status  tetap  berjalan searah dengan sistem pemberian 
imbalan. Makin tinggi status seseorang dalam organisasi makin tinggi pula 
imbalan yang diterimanya demikian pula sebaliknya.Untuk itu mencapai tujuan 
organisasi yang baik harus dilaksanakan prilaku organisasi yang baik pula. Maka 
disini berperan Kepala Desa yang bertugas mengintrospeksi diri bahwa seorang 
pemimpin harus benar-benar memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan dan tidak 
melanggar norma-norma kepemimpinan,   harus bersikap adil seadil-adilnya, 
tegas dalam mengambil keputusan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi 
atau kekuasaan semata. 
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B. Dampak Struktur Kepemimpinan dan Legitimasi Kekuasaan Kepala 
Desa dalam membangun demokrasi lokal di Desa Moncongkomba 
Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
1. Terjalin Persatuan dan Kesatuan 
Salah satu dampak struktur kepemimpinan dan leghitimasi kekuasaan 
Kepala Desa di Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara 
Kabupaten Takalar adalah adanya terjalin perrsatuan dan kesatuan di antara 
warga. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh   Abdulah Dg Nai bahwa 
adanya strukktur dan gaya kepemimpinan Kepala Desa demokratis, seperti tidak 
membeda-bedakan warganya, membina dan mengayomi warga masyarakatnya, 
maka persatuan dan kesatuan antara warga terjalin sebagaimana yang 
diharapkan.
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Sesuai hal tersebut  Sirajuddin mengemukakan bahwa dengan adanya 
Kepala Desa yang senantiasa menjalin kerja sama dengan anggota masyarakat 
termasuk kepada para pemuda dan unsur warga yang lain, maka persatuan dan 
kesatuan di Desa Moncongkomba dapat terjalin dengan baik, seperti bersatu 
dalam membangun desa, misalnya perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan, dan 
lain-lain yang dibutuhkan dalam perbaikan dan pembangunan desa.
54
 
Uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dampak struktur 
kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa Moncongkomba adalah 
terjalin persatuan dan kesatuan di antara warga, yakni mereka bersatu dalam 
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membangun desa terutama dalam perbaikan sarana pertanian, perbaikan jalan, dan 
lain-lain yang dibutuhkan baik untuk kepentingan dan kebutuhan perorangan 
maupun untuk kebutuhan bersama. 
2. Masyarakat Aman dan Tenteram 
Dampak lain dari adanya strutur dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa di 
Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
adalah adanya masyarakat yang aman dan tenteram. Hal tersebut sebagaimana 
dikemukakan oleh Bakhtiar  Dg Beta  bahwa suasana di Desa ini  cukup aman  
dan tenteram. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya Kepala Desa 
yang senantiasa menjalin kerjasama dengan warga, membina, dan mengayomi 
warganya terutama para pemuda untuk senantiasa menjnaga kemanan desa.
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Sesuai hal tersebut H. Abd. Gani mengemukakan bahwa keadaan Desa 
Moncongkomba aman-aman saja. Ini disebabkan karena Kepala Desa sebagai 
pemimpin cukup tanggap dalam mengelola desa, seperti  menjalin kerja sama baik 
dengan bawahan maupun dengan anggota masyarakat, membina warga pada 
tindakan yang lebih baik, seperti berusaha terutama dalam mengolah bpertanian 
sebagai mata pencaharian utama masyarakat, mengayomi masyarakat terutama 
kepada para pemuda untuk senantiasa bekerjasama dalam menjaga dan 
mengamankan desa, dan lain-lain.
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Uraian tersebut dipahami bahwa dampak dari adanya sturutur 
kepemimpinan dan lkegitimasi kekuasaan Kepala Desa di Desa Moncongkomba 
adalah terjalin persatuan dan kesatuan warga dan anggota masyarakat dalam 
suasana aman dan tenteram. 
Kenyataan seperti tersebut sesuai dengan ajaran agama  Islam yang 
mengajarkan agar di antara umat  dapat menciptakan  ikatan persaudaraan, kerja 
sama, persatuan dan  kesatuan. Sebagai  dasar  tersebut, firman Allah  swt. antara 
 lain dalam QS. Ali Imran (3): 103: 
                                       
                                 
               
Terjemahnya: 
         Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
57
 
 
           Pada ayat lain Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat (49):10: 
                          
Terjemahnya: 
         Sesunguhnya  orang-orang  mu'min  adalah   bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat.
58
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Syekh  Mahmud Syaltout mengemukakan  bahwa  ukhuwah Islamiyah 
 dapat melenyapkan permusuhan,  merapatkan  jiwa yang  telah berantakan dan 
menjelmakan semangat  kerjasama lahir  batin  menjadi  satu  keluarga  besar.  
 Suka duka bersama-sama,   sakit   satu  maka  sakit   semua.    Jika kekurangan 
sama-sama bantu-membantu, dan bila tersesat dan bersalah sama-sama memberi 
nasehat dan teguran. Bagi yang lemah dibantu  dan  perlakuan yang baik, 
dinasehati  jika  minta nasehat, atau jalannya telah menyimpang dari garis  agama, 
dan  lain-lain  guna terjalinnya  persaudaraan  dan  kasih sayang, karena 
sesungguhnya orang-orang mu'min itu  adalah beraudara.
59
 
Hal ini dapat dipahami bahwa Islam menghendaki agar setiap  umat  dapat 
menjalin persatuan  dan  persaudaraan, yakni  saling  bantu  membantu  dan 
 saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Terjalinya persatuan  dan 
persaudaraan, maka   dengan   sedirinya   keamanan   dan ketenteraman akan 
terwujud karenanya.  
Pentingnya   mewujudkan  keamanan,  kedamaian   dan ketenteraman dalam 
masyarakat,  Allah  memberikan   atau mengemukakan  contoh suatu kaum, di 
mana kaum atau  negeri tersebut  masyarakatnya  dapat  aman  dan  tenteram. 
  Hal tersebut dapat   dilihat   firman   Allah   dalam    QS. Saba'(34):15: 
                                   
            
Terjemahan: 
      Sesungguhnya  bagi  kaum Saba' ada  tanda  (kekuasaan Tuhan)  di 
tempat kediaman mereka yaitu dua  kebun  di sebelah   kanan  dan 
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 sebelah  kiri.  (kepada mereka dikatakan):   Makanlah   olehmu   dari 
  rizki    yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu  kepada-
Nya.  (Negerimu) adalah negeri yang baik  dan  Tuhanmu adalah Tuhan 
yang Maha Pengampun.
60
 
 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan  suatu 
kaum di mana negeri atau  masyarakatnya hidup  aman dan makmur sebagai tanda 
kekuasaan-Nya.  Untuk mewujudkan  negeri  atau masyarakat yang aman,  damai 
dan tenteram tersebut, tentunya persatuan dan kesatuan  harus terjalin  di  antara 
umat; yakni  saling bantu-membantu, nasehat-menasehati,   jika   ada  di  antara 
  umat yang menyimpang dari garis yang telah ditentukan oleh agama dan 
sebagainya.  Jadi, adanya kehidupan warga masyarakat yang bersatu, aman dan 
tenteram sebagai dampak dari adanya struktur kepimpinan dan legitimik di Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 
merupakan  suatu  hal  yang dikehendaki oleh agama. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab dimuka, 
maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk struktur kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah 
bentuk dan struktur kepemimpinan yang demokratis dengan indikator yakni 
Kepala Desa mempunyai peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat meliputi 4 hal yaitu pembinaan masyarakat, pengayom 
masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap 
masyarakat. Keempat variabel tersebut belum berjalan secara maksimal. 
Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial 
budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di 
bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan 
masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui 
pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula 
diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan. 
Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan 
Desa Sederhana yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor 
internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang 
masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana 
dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparat 
101 
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pemerintah desa yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat SMA, faktor 
pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim 
untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta sikap kepala desa 
yang terkesan lebih mementingkan orang lain  bila terdapat proyek untuk 
pembangunan desa, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat 
adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan Desa Hubungan antar 
status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa 
besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang 
yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang 
tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar 
biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah 
2. Dampak struktur kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa 
Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar, yakni 
terjalin kerja sama dan persatuan antara warga,  suasana desa aman dan 
tenteram. 
B. Saran 
Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap 
pengembangan organisasi pemerintahan Desa dalam membangun demokrasi lokal 
dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya 
sebagai berikut: 
1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai 
pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang 
berdomisili di Desa tersebut. 
52 
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2. Peranan  Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa 
Sederhana Kecamatan Khusus Kabupaten Umum hendaknya dilakukan secara 
konsisten dan berkesinambungan. 
3. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan 
masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan. 
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